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                  

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan 

bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. 

Ali-„Imran [3]:76) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Umum 

Umum Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama 

Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 

buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 

transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan 

dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber- standard internasional, nasional 

maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di- 

gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 

Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Ke  

budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. 

b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab 

(A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.  

B. Konsonan 

 Dl = ض Tidak dilambangkan = ا

 Th = ط B = ب

 Dh = ظ T = ت
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 (koma menghadap ke atas) „ = ع Ts = ث

 Gh = غ J = ج

 F = ؼ H = ح

 Q = ؽ Kh = خ

 K = ؾ D = د

 L = ؿ Dz = ذ

 M = ـ R = ر

 N = ف Z = ز

 W = ك S = س

 H = ق Sy = ش

 Y = ي Sh = ص

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa- bila terletak di 

awal kata maka dalam transliterasinya meng- ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 

tanda koma di atas (‟), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع”.  

C. Vokal, Panjang dan Diftong  

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = â 
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misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal 

(u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka 

tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar 

dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, 

wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh 

berikut: 

Diftong  (aw)  = ــو misalnya قول menjadi qawlun  

Diftong (ay)    = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun  

D. Ta’ marbûthah (ة)  

Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan meng gunakan “h” misalnya الرسـالت للمذرسـت menjadi al­ 

risalat li al­mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya   فى رحمت

  .menjadi fi rahmatillâh  الله

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah  

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- 

contoh berikut ini:  

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …  

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …  
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3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun.  

4. Billâh „azza wa jalla. 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan  

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama 

Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak 

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perh atikan contoh berikut: 

“…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, 

mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk 

menghapuskan nepo- tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan 

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, 

namun …” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan 

kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia 

yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber 

asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan 

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” 

“Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.” 
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ABSTRAK 

Fatkhul Lana Masruroh, NIM 12220130, 2016. Perjanjian Paid To Review 

Antara Broker, Publisher Dan Advertiser Tinjauan Hukum Perdata Dan 

Hukum Islam (Studi di CV. Indonesia-Online Malang). Skripsi Jurusan 

Hukum Bisnis Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, 

S.H., M.Ag 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Paid To Review, Hukum Perdata, Hukum Islam  

Data dari Kementrian Informasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa 

salah satu bentuk kerjasama yang banyak dipraktikkan manusia saat ini adalah 

kerjasama di bidang perjanjian informasi secara elektronik. E-commerce atau 

bisnis online memiliki macam atau jenis yang beragam salah satu yang banyak 

diminati masyarakat adalah bisnis online advertising. Di Kota Malang terdapat 

salah satu badan usaha yang bergerak dibidang jasa online advertising yakni CV. 

Indonesia-Online. Aktivitas bisnis CV. Indonesia-Online lebih banyak 

menggunakan sistem Paid To Review. Banyak diantara advertiser selaku klien 

dari CV. Indonesia-Online melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah 

disepakati para pihak. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terkait 

perjanjian Paid To Review ditinjau dari segi Hukum Perdata dan Hukum Islam.  

Rumusan masalah dalam penelitian yakni: (1) Bagaimana mekanisme 

perjanjian Paid To Review antara broker, publisher, dan advertiser pada CV. 

Indonesia-Online?, (2) Bagaimana perjanjian Paid To Review antara broker, 

publisher, dan advertiser pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum 

Perdata?, dan (3) Bagaimana perjanjian Paid To Review antara broker, publisher, 

dan advertiser pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Islam? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan 

pendekatan yuridis antropologi. Data primer pada penelitian ini diambil dengan 

wawancara (interview) langsung kepada pemilik dan staff dari CV. Indonesia-

Online, advertiser dan data dari broker diambil data secara digital yakni 

pengamatan melalui website broker. 

Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, terdapat dua 

sistem dalam perjanjian Paid To Review pada CV. Indonesia-Online yakni 

Indirect Order dan Direct Order. Kedua, ditinjau dari hukum perdata perjanjian 

PTR secara Indirect Order dikategorikan sah menurut hukum perdata karena 

memenuhi empat aspek syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Sedangkan sistem Direct Order belum memenuhi salah satu aspek syarat sahnya 

perjanjian sehingga belum dapat dikatakan sah secara hukum perdata. Ketiga, 

ditinjau dari Hukum Islam yakni mengacu pada pendapat Wahbah Zuhaily 

perjanjian PTR termasuk dalam akad ijarah al amal. Dilihat dari aspek rukun dan 

syarat perjanjian PTR dikategorikan sah secara hukum Islam karena memenuhi 

aspek syarat dan rukun ijarah. Namun, Wahbah Zuhaily membolehkan fasakh 

sebab terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa advertiser.    
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ABSTRACT 

Fatkhul Lana Masruroh, NIM 12220130, 2016. Paid To Review Agreement 

Between Broker, Publisher And Advertiser By Private Law And Islamic 

Law Point Of View Review (Study On CV. Indonesia-Online Malang). 

Thesis of  Syaria Business Law Department, Syaria Faculty, Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Mohamad 

Nur Yasin, S.H., M.Ag 

  

Keywords: Agreement, Paid To Review, Private Law, Islamic Law  

 

Data from the Ministry of Communications and Information shows that 

cooperation which is widely used in Indonesia today is a cooperation on electronic 

information agreement. There is a wide variety of E-commerce or online business, 

one of them is online advertising. In Malang, currently running CV. Indonesia-

online which works on online advertising service. Business activity of CV. 

Indonesia-online mostly focused on Paid To Review system. Advertiser as the 

client of CV. Indonesia-online did a violation on the agreement they made before. 

So, the writer wants to do an analysis on paid to review agreement using private 

law and Islamic law. 

The problems on this research are: (1) How the publisher, broker, and 

advertiser on CV. Indonesia-Online Paid To Review agreement making 

mechanism?, (2) How the agreement of Paid To Review between broker, 

advertiser and publisher on CV. Indonesia-Online reviewed by private law?, and 

(3) How the agreement of Paid To Review between broker, advertiser and 

publisher on CV. Indonesia-Online reviewed by Islamic law? 

 This research is an empiric law research with anthropology juridical 

approach. Primary data of this research was taken by interview on the owner and 

staffs of CV. Indonesia-Online, advertiser, and broker data was taken digitally by 

observation on broker‟s website. 

From this research concluded 3 conclusions. First, there are two types of 

system for Paid To Review agreement on CV. Indonesia-Online called Indirect 

Order and Direct Order. Second, reviewed from private law the indirect order 

agreement is authorized by private law because it has four aspects required for an 

agreement in 1320 section of  private law. Besides, the direct order agreement 

doesn‟t fulfill one of the requirements for an agreement to be authorized by 

private law. Third, reviewed from Islamic law, referring to Wahbah Zuhaily, PTR 

agreement is a part of ijarah al amal agreement. From principle aspect and 

requirement aspect, PTR categorized as legitimate in Islamic law because it 

fulfills the requirement and principal aspects of ijarah. But, Wahbah Zuhaily 

allowed fasakh because of violation by some advertisers. 
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البحث ملخص  

في "عقد الأجرة علي إنتشار الاعلاف بين الوسىيط,الناشر ك المعلن ،  23331241،2016لنا مسركرة،  لفتح
". بحث  نظرة قانوف المدني كالشريعة الإسلامية )بحث المسائل في مكتب إندكنيسييا بالإنترنت مالانج(

لاناما لك إبراهيم الإسلامية جامعي, بقسم الحكم الإقتصادالإسلامي في كلية الشريعة بجا معةمو 
 .الماجستر الحكوميةبمالانخ, المشرؼ: الدكتور محمد نور ياس

   الشريعة الإسلامية.  ،قانوف المدني الكلمة الرئيسية: إلعقد، الأجرة علي إنتشار الاعلاف، 
  

الأعماؿ لكتركنيات. إأشكاؿ الشركة التي تمارس الناس كثيرا هي الشركة في مجاؿ عقد المعلومات ب
الأعماؿ التجارية بالإنترنت في مجاؿ المعلومات. في مدينة مالانج هناؾ كياف  التجارية بالإنترنت متنوعة, أحد منها

تجاري تخطو في مجاؿ خدمات الانترنت كهو مكتب إندكنيسييا بالإنترنت. أنشطة التجارية مكتب إندكنيسييا 
الأجرة علي في تشغيل التصرفات بنظاـ  .علي إنتشار الاعلافالأجرة بالإنترنت هي في مجاؿ الإعلانات بنظاـ 

يزكَز كثيرا من المعلن علي العقد المتفق عليه. ك الوسىيط,الناشر ك المعلن.هناؾ ثلاثة حزائب هي  إنتشار الاعلاف
, لذالكفي نظرة قانوف المدني كالشريعة الإسلامية.   علافلإالأجرة علي إنتشار الذلك بحث الباحث عن عقد 

للكاتب ثلاث مسائل, الأكّؿ, كيف طريقة عقد الأجرة علي إنتشار الاعلاف بين الوسىيط,الناشر ك المعلن ؟, 
الثالث, كيف   قانوف المدني؟,في نظرة  الثاّني, كيف عقد الأجرة علي إنتشار الاعلانبين الوسىيط,الناشر ك المعلن

 ؟ الشريعة الإسلاميةالمعلن في نظرة  عقد الأجرة علي إنتشار الاعلاف بين الوسىيط,الناشر ك
من مقابلة المبا شرة  البيانات الأكليةاستخدـ الباحث في هذا البحث منهج التّجربي بالنّهج إ لي الحالة. 

 ثمّ استنبط بعض الما دّة تتعلّق بالبحث.
هناؾ نظاماف في عقد الأجرة علي إنتشار  مكتب إندكنيسييا بالإنترنتاستنبط الباحث, الأكؿ, في 

في نظرة الاعلاف هما أمر مباشر ك أمر غير مباشر. الثاني, صحَ عقد الأجرة علي إنتشار الاعلاف بأمر غير مباشر 
أمر . إما في  2431قانوف المدني لآفَ قد استوفى أربعة شركط بصحة العقد التي كردت في قانوف المدني مقالة 

الشريعة الإسلامية عند في نظرة في نظرة قانوف المدني. الثالث, حتي لم يصح العقد  ربعة شركط بأمباشر لم تستوفى
عقد الأجرة علي إنتشار الاعلاف هو عقد إجارة العمل. صحَ عقد الأجرة علي إنتشار رأي كهبه زهيلي أفَ 

كهبه زهيلي الفسخ  جارة. كلكن سمح الشريعة الإسلامية لأفَ قد استوفي علي الشركط كأركاف الإالاعلاف في نظرة 
   الأضرار من بعض المعلن.لأفَ حدث 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri dan harus bekerjasama dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt. 

dalam Al-Qur‟an surah Al-Maidah ayat 2:   

                                  

       

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
1
  

                                                 
1
QS. Al-Maidah (5): 2. 
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Islam sebagai agama paripurna yang memberikan rahmat bagi seluruh 

umat juga mengatur konsep perjanjian syariah yakni termaktub dalam QS. Al-Isra 

ayat 34: 

              

Artinya: Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya.
2
 

Data dari Kementrian Informasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa 

salah satu bentuk kerjasama yang banyak dipraktikkan manusia saat ini adalah 

kerjasama di bidang perjanjian informasi.
3
 Hadirnya masyarakat informasi 

(information society) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat 

dunia milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang 

semakin meluas dalam bebagai aktivitas kehidupan manusia. Bukan saja di negara 

maju tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini 

menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan 

menguntungkan.
4
  

Teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan 

pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh 

karena itu, masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia 

mengharuskan dibentuknya pengaturan pengelolaan informasi dan transaksi 

elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

                                                 
2
QS. Al-Isra (17): 34. 

3
Kominfo.go.id, diakses 9 September 2016, pukul 12.30 WIB 

4
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan 

Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2. 
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Transaksi Elektronik telah mengatur transaksi melalui media informasi elektronik, 

yakni dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). 

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem 

Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 

beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap 

Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
5
 

Kemudian, pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi: 

(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat 

para pihak.
6
 

Salah satu “mukjizat” internet adalah begitu banyaknya potensi uang 

yang dapat diperoleh dengan sedikit tenaga, waktu dan bahkan tanpa modal 

sekalipun. Sehingga, internet telah menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. 

Melalui internet setiap orang dapat mencari penghasilan hanya dengan duduk di 

depan komputer.
7
 Setidaknya ada tiga jenis peluang bisnis di internet (e-

commerce) yang dapat dimanfaatkan. Pertama, jual beli produk. Peluang ini 

layaknya berdagang (barang atau jasa) dalam pengertian tradisional, hanya 

tempatnya tidak di pasar, tetapi dunia maya. Kedua, mejadi publisher iklan. 

Peluang jenis kedua ini sangat identik dengan Google Adsense. Ketiga, personal 

branding yakni media untuk memasarkan diri.
8
 

                                                 
5
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

6
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

7
Ibnu Aziz, 250 Situs Web Pengeruk Dolar (Jakarta: Citra Media, 2011), h. 2. 

8
Ibnu Aziz, 250 Situs Web, h. 1. 
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Electronic commerce merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan 

individu-individu dan organisasi-organisasi berdasarkan proses dan transmisi data 

digital termasuk teks, suara atau jaringan tertutup seperti American On Line 

(AOL) yang mempunyai jalur ke jaringan terbuka. Hal ini merupakan model 

bisnis modern non face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan tidak 

menggunakan tanda tangan asli (no sign).
9
 

E-commerce atau bisnis online sendiri memiliki macam atau jenis yang 

beragam diantaranya adalah Pay Per Click (PPC), Paid To Click (PTC), dan Paid 

To Review (PTR). Bisnis PPC yakni bisnis online dengan cara menjadi pemajang 

iklan produk dari pemilik produk dan akan mendapat komisi jika ada pengunjung 

yang melakukan klik yang dipasang di blog atau situs web seseorang. PTC adalah 

bisnis online dimana seseorang akan dibayar jika melakukan klik dan melihat 

iklan dari pemilik produk di situs program PTC. PTR yakni bisnis online dimana 

seseorang akan mendapatkan bayaran dengan cara menulis review tentang produk 

dari pemilik untuk diiklankan di situs web atau blog yang kita miliki. Ada alasan 

mengapa banyak orang maupun perusahaan-perusahaan memasang iklan di 

internet. Hal ini disebabkan para penonton televisi mulai berpindah ke internet. 

Karena mereka pindah maka media iklan harus mengikutinya, dengan asumsi 

bahwa tujuan advertiser adalah menjangkau audiennya secara efektif dan 

efisien.
10

     

Salah satu badan usaha berbentuk CV di Kota Malang yang menjalankan 

usaha online advertising dengan jenis Paid To Review (PTR) adalah CV. 

                                                 
9
Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bisnis Bagi Konsumen dalam Transaksi E-

Commerce Lintas Negara (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 4.  
10

Duwi Priyatno, Panduan Mudah Bisnis Online (Yogyakarta: Mediakom, 2010), h. 16. 
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Indonesia-Online Malang. Sejak didirikan tahun 2012 CV. Indonesia-Online terus 

mengembangkan bisnis dalam bidang online marketing salah satunya melalui 

sistem PTR. Berjalan hampir lima tahun, CV. Indonesia-Online telah menerima 

client dari berbagai macam perusahaan internasional seperti Amerika dan 

Australia. Tujuan utama dari PTR adalah client atau advertiser dibuatkan desain 

iklan yang biasanya berupa gambar dan artikel dari produknya untuk menarik para 

visitor mengunjungi websitenya yang diiklankan melalui website publisher.
11

 Paid 

To Review banyak dipilih oleh advertiser karena mereka memiliki kebutuhan 

untuk memenuhi faktor Search Engine Optimisation (SEO) sehingga website 

client (advertiser) akan berada pada urutan pertama search engine bukan hanya 

google, tetapi juga yahoo dan sebagainya. Sehingga, apabila ia berada pada urutan 

atas search engine, maka akan ada banyak visitor website milikinya dan 

meningkatkan tingkat kepercayaan visitor terhadap client. 

Mekanisme PTR yang dilakukan secara bertahap dimulai dari mendaftar 

pada situs agen iklan (broker) dan melakukan review terhadap produk dari pemilik 

produk yang ditulis di blog atau website berisi review produk dari pemilik produk. 

Review adalah kegiatan publisher membuatkan artikel dan desain iklan yang 

ditampilkan melalui website atau blog publisher. Konten dari desain dan artikel 

biasanya telah ditentukan pihak advertiser. Namun, ada juga content repost yaitu 

publisher hanya bertugas melakukan posting konten yang telah dibuat client atau 

advertiser tanpa harus me-review.  

                                                 
11

Agung, wawancara (Malang, 6 Januari 2016). 
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Menurut Agung Wahyu Wibowo pemilik CV. Indonesia-Online, ada 

beberapa kelebihan dari sistem PTR ini. Pertama, pihaknya tetap mendapat 

income meskipun tidak ada visitor seperti yang ada pada mekanisme PPC. Kedua, 

melalui mekanisme Direct Order PTR ini, pihak advertiser dan publisher dapat 

melakukan beberapa kesepakatan yang berbeda dengan PPC yang sudah terikat 

oleh peraturan Google Adsense sehingga tercapai mufakat antara dua pihak.  

Ada beberapa kelemahan sistem Paid To Review menurut Agung. 

Pertama pihaknya selaku publisher tidak dapat dengan leluasa melakukan 

kesepakatan dengan advertiser sebagai client karena ada beberapa perjanjian yang 

telah ditentukan melalui kontrak baku oleh broker. Biasanya perjanjian seperti ini 

melalui Indirect Order atau harus melalui perantara broker. Kedua, ada resiko 

yang harus ditanggung publisher dalam hal ini yakni CV. Indonesia-Online 

sepertihalnya kasus terjadinya wanprestasi oleh advertiser perusahaan tertentu 

yang tidak melakukan pelunasan pembayaran bahkan tidak membayar sama sekali 

biaya review yang dilakukan CV. Indonesia-Online. Kasus wanprestasi ini tercatat 

10% sampai 15% dalam sistem PTR Direct Order yang telah dijalanakan selama 

lima tahun ini.
12

 

Sistem Paid To Review seperti yang telah dijelaskan di atas tentunya 

tidak akan terlepas dari kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian. 

Sehingga, menjadi sebuah keniscayaan bahwa perangkat lunak dapat menjadi 

suatu media untuk melaksanakan suatu penerimaan atau penawaran bahkan 

merupakan media kesepakatan.  

                                                 
12

Agung, wawancara (Malang, 6 Januari 2016). 
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Suatu permasalahan sering kali muncul dengan adanya kesepakatan 

dunia maya. Kesepakatan merupakan kriteria penting dalam pembentukan 

perjanjian yang harus diberikan secara bebas di mana para pihak dalam 

melakukan prestasinya tidak di bawah paksaan atau tekanan, penipuan dan 

kekhilafan dari pihak lawan atau siapapun. Kesepakatan ini dalam ilmu hukum 

disebut asas konsensualitas yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak 

yang dianut dalam hukum perjanjian.
13

 

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum 

yang satu dan yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan 

perseorangan (pribadi) badan hukum adalah hukum perdata. Hukum perdata 

dalam arti sempit adalah sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata dan 

dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil yakni segala hukum pokok 

yang mengatur kepentingan perseorangan. Termasuk didalamnya mengenai 

hukum perikatan atau perjanjian.
14

 

Umat Islam dalam menjalankan segala aktifitasnya harus berdasarkan 

aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitupun dalam 

men-tasarruf-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, harus berdasarkan tata cara 

yang baik dan diridhai oleh Allah swt. Sebagaimana diketahui, bahwa akad atau 

perjanjian merupakan bagian dari macam-macam tasharuf. Oleh karena itu, dalam 

kegiatan muamalah harus memperhatikan akad seperti apa yang dianggap sah 

dalam syari‟at. Termasuk dalam kegiatan muamalah ini adalah transaksi dalam 

sistem Paid To Review. 

                                                 
13

Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce, h. 7. 
14

Suroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 38. 
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Menelisik kasus wanprestasi yang terjadi pada CV. Indonesia-Online  

antara publisher, advertiser dan broker yang notabennya adalah perusahaan luar 

negeri maka hal ini tentunya merugikan pihak publisher. Selain itu, 

dilatarbelakangi oleh kelemahan aspek atau metode hukum yang belum jelas, 

khususnya dalam hukum perjanjian yang diterapkan pada perniagaan elektronik 

dari segi hukum perdata maupun perikatan dalam hukum Islam serta 

keberadaannya dalam lintas batas negara, maka penulis melakukan penelitian 

berjudul Perjanjian Paid To Review antara Broker, Publisher, dan Advertiser 

Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di CV. Indonesia-Online 

Malang). 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme perjanjian Paid To Review antara broker, 

publisher, dan advertiser pada CV. Indonesia-Online? 

2. Bagaimana perjanjian Paid To Review antara broker, publisher, dan 

advertiser pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Perdata? 

3. Bagaimana perjanjian Paid To Review antara broker, publisher, dan 

advertiser pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengungkap mekanisme perjanjian Paid To Review antara broker, 

publisher, dan advertiser pada CV. Indonesia-Online. 
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2. Untuk memahami lebih dalam perjanjian Paid To Review antara broker, 

publisher, dan advertiser pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari 

Hukum Perdata. 

3. Untuk memahami lebih dalam perjanjian Paid To Review antara broker, 

publisher, dan advertiser pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari 

Hukum Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penulisan karya ilmiah ini bisa memberikan pemahaman 

dan wacana bagi pembaca dalam rangka memperkaya khazanah 

keilmuan mengenai mekanisme transaksi Paid To Review di tinjau dari 

sudut pandang hukum perdata dan hukum Islam.  

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan khususnya 

bagi para pelaku bisnis online (e-commerce) agar lebih berhati-hati dalam 

melakukan perjanjian. Kemudian, kedepan diharapkan mampu 

meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelaku bisnis baik sebagai 

broker, advertiser maupun publisher bahkan seller ataupun buyer. 

Sehingga, ketika melakukan transaksi bisnis khususnya pada bidang Paid 

To Review tidak ada pihak yang dirugikan dan bisnis yang dilakukan 

sesuai norma hukum perdata dan hukum Islam. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman (missunderstanding) 

maka dalam definisi operasional skripsi ini dirumuskan konsep-konsep kata kunci 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Perjanjian  

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
15

 Dalam penelitian 

ini yang dimaksud perjanjian adalah kesepakatan antara broker, publisher 

dan advertiser maupun publisher dan advertiser dalam sistem PTR. 

2. Paid To Review  

PTR adalah suatu bisnis online di mana anda sebagai bloggers 

(publisher) akan mendapatkan bayaran dengan cara menulis review 

tentang produk dari pemilik produk (advertiser) di blog atau website 

anda melalui broker. Jadi, ada 3 pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik 

produk (advertiser), agen iklan (broker), dan publisher (sebagai pe-

review produk).
16

 

3. Publisher  

Publisher adalah pemilik web yang diminta me-review produk dari 

advertiser dalam sistem Paid To Review dalam penelitian ini adalah CV 

Indonesia-Online. 

 

 

                                                 
15

Suroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 38.  
16

 Duwi Priyatno, Panduan Mudah Bisnis Online, h. 86. 
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4. Advertiser  

Advertiser adalah pemilik produk yang menginginkan produknya di-

review oleh publisher dalam sistem Paid To Review. 

5. Broker  

Broker adalah situs agen iklan (SponsoredReviews.com) yang 

menghubungkan antara pemilik produk (advertiser) dengan publisher 

dalam sistem Paid To Review. 

6. Hukum Perdata  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah Buku 

III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.  

7. Hukum Islam  

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep ijarah 

yang termuat dalam kitab terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya 

Wahbah Zuhaily yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Secara garis besar laporan penelitian ini terdiri dari V (Lima) Bab dengan 

beberapa pembahasan sebagai berikut: 

Bab I :  Pendahuluan  

Tujuan Bab I ini adalah sebagai acuan dalam menguraikan bab-bab 

berikutnya. Pada Bab I ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika 

pembahasan.  
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Bab II : Tinjauan Pustaka 

Terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. 

Pada penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sejenis yang 

telah dilakukan peneliti-penulis sebelumnya, baik dalam skripsi, tesis, 

jurnal, buku yang sudah diterbitkan. Selanjutnya untuk kerangka teori 

berisikan teori yang disesuaikan dengan topik penelitian. Landasan teori 

dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam 

menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi gambaran umum hukum 

perikatan dalam KUH Perdata, akad dalam hukum Islam dan konsep 

ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab terjemah Fiqh Islam 

Waadillatuhu. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab III ini digunakan sebagai acuan metodologis penelitian dalam 

skripsi ini. Pada Bab III ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan data dan uji keabsahan data.  

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tujuan dari Bab IV ini adalah memaparkan hasil penelitian yang 

diperoleh penulis dari lapangan. Kemudian, melakukan analisis dengan 

menggunakan teori ataupun norma hukum yang sesuai dengan kasus 

yang ada di lapangan. Penulis menggunakan norma hukum yang ada 
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pada KUH Perdata, UU ITE dan PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik. Bab IV ini terdiri atas hasil penelitian 

yang dilakukan penulis dan pembahasan terkait perbandingan antara 

teori dan fakta di lapangan serta implikasi hukum secara perdata maupun 

hukum Islam.  

Bab V : Penutup  

Terdiri atas kesimpulan dan saran dan pada bagian yang terakhir berisi 

tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup 

peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang memiliki latar belakang hampir sama 

dengan penelitian ini. Namun, ada beberapa karaktersitik pembeda antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini.  

1. Penelitian oleh Muhammad Sukma Ridlo Pamungkas 

Skripsi disusun oleh Muhammad Sukma Ridlo Pamungkas mahasiswa 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015 dengan judul “Pay 

Per Click (PPC) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. 

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian normatif yakni kepustakaan atau Library Research. Hasil dari 
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penelitian tersebut bahwa sepanjang tahun 2014 hingga 2015, semakin banyak 

yang mengikuti bisnis periklanan di blog maupun website dengan model 

pendapatan setiap kali klik. Pada dasarnya jual beli model apapun diperbolehkan 

oleh Islam. Selain itu di dalam akad terdapat kesepakatan atau kerelaan dari 

masing-masing pihak, obyek transaksinya bermanfaat dan ada kemaslahatan di 

dalamnya. Apabila ditinjau dari KHES, PPC atau bisnis advertising ini tidak 

menyalahi aturan apabila syarat dan rukun jual beli sesuai syara‟ itu dipenuhi. 

Akad dari PPC sendiri disamakan dengan akad ijarah yakni publisher 

menyediakan space untuk pemasangan iklan.
17

  

Persamaan penelitian di atas dengan yang saat ini penulis akan teliti adalah 

pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti akad atau perjanjian transaksi e-

commerce model advertising ditinjau dari hukum Islam. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis saat ini 

adalah fokus analisis dimana penulis saat ini meneliti tentang perjanjian sistem 

PTR dan ditinjau melalui hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan kajian hukum Islam saja yakni KHES. Selain itu terdapat 

perbedaan pada objek penelitian yakni penulis terdahulu menggunakan sistem 

PPC dan penulis saat ini menggunakan sistem PTR sebagai objek penelitian. Jenis 

penelitian yang digunakan penulis saat ini juga berbeda yakni menggunakan jenis 

empiris normatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka atau 

Library Research. 

 

                                                 
17

Etheses.uin-.ac.id, malangdiakses 10 Februari 2016, pukul 08.10 WIB. 
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2. Penelitian oleh Rodli Jauhari Fauzi  

Skripsi yang disusun oleh Rodli Jauhari Fauzi, mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 ini berjudul, “Bisnis 

Online PTC (Paid to Click) Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum 

Positif (KUHPerdata).” Penelitian Rodli menggunakan jenis penelitian pustaka 

atau Library Research. Hasil penelitian ini bahwa ditinjau dari hukum Islam PTC 

digolongkan dalam bentuk perikatan kerja atau melakukan sesuatu dengan akad 

sewa jasa atau ijarah al-„amaal. Sedangkan ditinjau dari hukum positif yakni 

KUHPerdata digolongkan pada bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian kerja 

atau perburuhan. Perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah pada hukum Islam 

diatur lebih terperinci terkait akad yang sah, akad yang berlaku, dan akad yang 

dapat mengikat kedua orang yang berakad. Namun, hukum positif lebih umum 

dengan menggunakan kata sah yang berarti jika perjanjian itu sah maka akan 

berlaku dan mengikat.
18

  

Persamaan penelitian Rodli dengan penelitian ini adalah objek penelitian 

sama-sama menggunakan model advertising secara online. Kajian hukum yang 

dipakai sama-sama menggunakan hukum perdata dan hukum Islam.  

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan yang penulis 

lakukan adalah penulis hanya fokus pada perjanjian sistem PTR, sedangkan 

penelitian terdahulu tersebut tidak hanya terfokus pada perjanjian tetapi lebih luas 

yakni seluruh sistem kerja yang ada pada PTC ditinjau dari hukum Islam dan 

hukum Positif. Selain itu, objek penelitian juga terdapat karaktersitik perbedaan 

                                                 
18

Digilib.uin-suka.ac.id, diakses 10 Februari 2016, pukul 08.15 WIB. 
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yakni PTR digunakan oleh penulis saat ini dan PTC oleh penulis terdahulu. Jenis 

penelitian yang digunakan penulis saat ini juga berbeda yakni menggunakan jenis 

empiris normatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka atau 

Library Research. 

3. Penelitian oleh Ahmad Zaki Alawi 

Skripsi disusun oleh Ahmad Zaki Alawi, mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 dengan judul, “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Sistem Advertising Paid to Click (PTC) dan Paid to Read (PTR)”, 

menggunakan jenis penelitian Library Research. Hasil dari penelitian terdahulu 

ini yakni menunjukkan bahwa akad yang terjadi dalam program PTC antara pihak 

pengelola web PTC atau admin PTC dengan calon member yang akan mendaftar 

pada program tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang ada pada fikih 

muamalat, maka transaksi dikatakan tidak sah karena akad yang terjadi tidak 

dapat melindungi pihak-pihak terkait. Kemudian, tinjauan hukum Islam pada 

program PTC berdasarkan prinsip kemaslahatan tidak sesuai dengan prinsip 

hukum Islam karena masih terdapat banyak kecurangan.
19

  

Persamaan penelitian Zaki dengan penelitian saat ini adalah pada objek 

kajian sama-sama menggunakan objek advertising secara online dan kajian 

hukum yang digunakan menggunakan kajian hukum Islam. Perbedaan antara 

penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah kajian hukum yang 

digunakan sebagai acuan adalah hukum perdata dan hukum Islam sedangkan 

penelitian terdahulu hanya mengacu pada hukum Islam saja. Selain itu, penulis 

                                                 
19

Digilib.uin-suka.ac.id, diakses 10 Februari 2016, pukul 08.20 WIB. 
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dari penelitian saat ini terfokus pada jenis PTR sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan dua objek yakni PTC dan PTR (Paid to Read). Jenis penelitian 

yang digunakan penulis saat ini juga berbeda yakni menggunakan jenis empiris 

normatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka atau Library 

Research. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian  

No  Nama Peneliti, 

Kampus dan 

Tahun 

Penelitian  

Judul Penelitian Objek Formal  Objek Material  

1 2 3 4 5 

1 Muhammad 

Sukma Ridlo, 

Skripsi, Fakultas 

Syariah UIN 

Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 

2015  

Pay Per Click 

(PPC) Tinjauan 

Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

(KHES) 

Objek kajian 

sama-sama 

menggunakan 

objek 

advertising 

secara online  

o Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

Normatif  

o Objek penelitian 

menggunakan PPC 

yang ditinjau dari 

hukum Islam dan 

perdata 

2. Rodli Jauhari 

Fauzi, Skripsi, 

Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 

2013  

 

Bisnis Online 

PTC (Paid to 

Click) Studi 

Perbandingan 

antara Hukum 

Islam dan Hukum 

Positif 

(KUHPerdata) 

Objek kajian 

sama-sama 

menggunakan 

objek 

advertising 

secara online  

 

o Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

Normatif 

o Objek yang digunakan 

lebih luas yakni 

seluruh sistem kerja 

yang ada pada PTC 

ditinjau dari 

perbandingan hukum 

Islam dan Perdata 

3. Ahmad Zaki 

Alawi, Skripsi, 

Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 

2012  

 

 

Tinjauan Hukum 

Islam terhadap 

Sistem 

Advertising Paid 

to Click (PTC) 

dan Paid to Read 

(PTR) 

Objek kajian 

sama-sama 

menggunakan 

objek 

advertising 

secara online  

 

o Penelitian ini 

menggunakan dua 

objek yakni PTC dan 

PTR (Paid to Read) 

o Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

Normatif 



19 

 

 

   

1 2 3 4 5 

4 Fatkhul Lana 

Masruroh, 

Skripsi, Fakultas 

Syariah UIN 

Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 

2016 

Perjanjian Paid 

To Review antara 

Broker, Publisher, 

dan Advertiser 

Tinjauan Hukum 

Perdata dan 

Hukum Islam 

(Studi di CV. 

Indonesia-Online 

Malang 

Objek kajian 

sama-sama 

menggunakan 

objek 

advertising 

secara online  

 

o Jenis penelitian yang 

digunakan penulis saat 

ini adalah penelitian 

hukum empiris 

o Objek penelitian yang 

digunakan adalah PTR 

(Paid To Review) dan 

terfokus pada 

perjanjian yang ada 

dalam PTR 

 

B. Kerangka Teori 

1. Konsep Perjanjian dalam Hukum Perdata 

Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki 

pengertian yang sama, sepertihalnya di Belanda tidak dibedakan antara contract 

dan overeenkomst.
20

  

Oleh karena itu, istilah “Hukum Perjanjian” memiliki cakupan yang 

lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum 

Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III 

KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan 

hukum yang terbit dari undang-undang. Maka, dengan istilah “Hukum Perjanjian” 

hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari 

perjanjian saja.
21

  

Lawrence M. Friedman mengartikan kontrak adalah perangkat hukum 

yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. 

                                                 
20

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern 

(Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), h. 43. 
21

Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2007), h. 2. 
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Kemudian Lawrence tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar dan 

perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari 

berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah market. Di 

dalam berbagai market tersebut akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang 

dilakukan oleh para pelaku usaha. Adakalanya pelaku usaha yang melakukan 

perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, beli-sewa, leasing, dan lain sebagainya.  

Michael D Bayles mengartikan apa itu contract of law atau hukum 

kontrak yakni “Might then be taken to be the law pertaining to enporecement of 

promise or agreement.” Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum 

yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.
22

 

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata. Pasal tersebut berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau 

lebih.”  

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 adalah: 

a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, 

b. tidak tampak asas konsensualisme, dan 

c. bersifat dualisme.  

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya 

disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut 

dengan perjanjian.  Guna memperjelas definisi tersebut maka harus dicari dalam 

                                                 
22

Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,  h. 3. 
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doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah 

“Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.
23

 

Menurut P.S. Atiyah, kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu pertama janji 

yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap 

suatu harapan yang pantas. Kedua, agar tidak terjadi suatu penambahan kekayaan 

yang tidak halal. Ketiga, agar dihindarinya suatu kerugian.
24

  

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum 

yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan 

adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum 

dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.   

Hukum perikatan pada umumnya diatur di dalam Buku III KUH Perdata. 

Terdiri dari 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai 

Pasal 1864 KUH Perdata dan masing-masing dibagi dalam beberapa bagian. Di 

dalam NBW negeri Belanda, tempat pengaturan hukum perikatan dalam buku IV 

tentang Van Verbintenissen, yang dimulai dari Pasal 1269 NBW sampai Pasal 

1901 NBW.
25

 

a. Perikatan Bersumber dari Perjanjian 

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata perikatan bersumber dari 

perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur 

dalam titel II (Pasal 1313 sampai dengan 1351) dan titel V sampai dengan XVIII 

(Pasal 1457 sampai dengan 1864) Buku III KUH Perdata. Sedangkan perikatan 

                                                 
23

Salim HS, Hukum Kontrak, h. 25. 
24

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis, h. 43.  
25

 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis, h. 44. 
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yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel III (Pasal 1352 sampai 

dengan 1380) Buku III KUH Perdata. 

Perjanjian yang terjadi di antara dua pihak memiliki kekuatan mengikat 

bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Seperti yang ditetapkan dalam 

Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Munculnya kekuatan mengikat dari 

suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, 

dimana perjanjian itu menimbulkan perikatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

perjanjian adalah sumber perikatan.
26

  

Perlu diketahui bahwa perikatan memiliki pengertian abstrak, 

maksudnya perikatan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata 

atau dengan kata lain perikatan bersifat tidak kasat mata, perikatan hanya terdapat 

dalam bayangan atau dalam pikiran.  

Perjanjian itu dapat dilihat wujudnya, diantaranya berupa suatu 

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis. Karena, perjanjian merupakan suatu hal yang konkrit.
27

 

b. Sistem Pengaturan Hukum Perikatan 

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah bersistem terbuka. Artinya 

bahwa setiap orang berhak dan bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah 

diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat 

disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1388 ayat (1) KUH 

Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

                                                 
26

Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan 

Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 80. 
27

Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce, h. 81. 
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undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan Pasal 1388 ayat (1) 

KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 

1) membuat atau tidak membuat perjanjian; 

2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; 

4) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
28

 

Sistem ini melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) 

yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk 

menentukan hal-hal berikut ini.
29

 

1) Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri 

dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi 

kontrak tersebut. 

2) Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri 

dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi 

sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut. 

3) Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak 

melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.  

Teori the most characteristic connection menjelaskan bahwa kewajiban 

pihak yang melakukan suatu prestasi paling kuat menjadi tolak ukur penentuan 

hukum yang akan mengatur perjanjian itu.
30

 

Dalam menyelesaikan sengketa para pihak, seperti yang terdapat pada 

PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam 
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Pasal 9 Ayat (3) poin (g) menyatakan bahwa, “Kontrak Elektronik paling sedikit 

memuat salahsatunya pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.” 

Apabila memilih penyelesaian sengketa dengan jalan non litigasi, maka 

mencantumkan badan alternatif mana yang akan menyelesaikan masalah tersebut. 

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektonik menyebutkan:  

1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga 

penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah 

hukum mengatur artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat 

dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kesepakatan aturan khusus dalam 

perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah hukum semacam itu disebut 

dengan istilah hukum pelengkap (optional law atau aanvullendrecht). Hal ini 

ditegaskan pula oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan 

manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.
31

 

Meskipun demikian, Hukum Perdata telah mengatur bahwa perjanjian 

dibuat dengan bentuk kata apapun, tetap yang berlaku adalah apa yang dimaksud 

atau dikehendaki kedua belah pihak. Pasal 1350 KUH Perdata menegaskan 
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“Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, 

namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua 

belah pihak sewaktu membuat persetujuan”.
32

 

c. Asas-Asas Hukum Perikatan 

Hukum perikatan memiliki empat asas penting diantaranya adalah asas 

konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas kebebasan berkontrak, dan asas 

itikad baik. 

1) Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH 

Perdata yang berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah 

kesepakatan kedua belah pihak.” Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian 

pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya 

kesepakatan antara dua belah pihak. Menurut hukum Romawi yang dikenal 

dengan istilah Contractus Verbis Literis dan Contractus Innominat yang 

artinya bahwa perjanjian, apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. 

Asas konsensualisme yang dikenal dalam hukum perdata adalah berkaitan 

dengan bentuk perjanjian.
33

  

2) Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini sangat erat kaitannya dengan akibat suatu perjanjian. Hal ini dapat 

disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: 

“Perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak 
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merupakan perbuatan sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, 

dalam perkembangannya, asas ini diberi arti pactum, yang berarti sepakat 

tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, 

sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja.  

3) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata yang berbunyi, “Perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak 

membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) 

menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya; (4) menentukan 

bentuknya perjanjian, yakni tertulis atau lisan. 

Walaupun tidak ditentukan suatu format baku di dalam perundang-undangan, 

dalam praktek biasanya penulisan kontrak bisnis mengikuti suatu pola umum 

yang merupakan anatomi dari sebuah kontrak, sebagai berikut:
34

 

a) Judul Perjanjian 

Judul merupakan gambaran secara umum materi yang diatur didalam suatu 

perjanjian. Dengan adanya judul dari suatu perjanjian, diharapkan dengan 

mudah dapat diperoleh gambaran mengenai apa yang diatur dalam suatu 

Perjanjian.  
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b) Kepala Akta Perjanjian 

Merupakan kepala akta yang sering banyak kita jumpai, harus mempunyai 

maksud yang luas menjawab pertanyaan-pertanyaan, seperti : hari apa, 

tanggal berapa dan dimana. 

c) Komparisi 

Yang dimaksud dengan komparisi ialah bagian dari perjanjian yang 

menyebutkan identitas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. 

d) Sebab (Premisse) 

Premisse adalah keterangan pendahuluan dari para penghadap mengenai 

latar belakang diadakannya suatu perjanjian. Premisse dalam suatu 

perjanjian tidak mutlak harus ada. Jika dalam suatu perjanjian tidak ada 

premisse, maka sesudah komparisi para pihak mengatur syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan mengenai suatu perjanjian yang dituangkan dalam 

pasal-pasal. 

e) Isi Perjanjian (Syarat-Syarat): 

Berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang 

disetujui oleh para pihak dan dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. 

f) Penutup Akta 

Pada akta dibawah tangan, sebagai penutup dicantumkan hal-hal sebagai 

berikut : 

i. Kapan dan dimana perjanjian itu dibuat dan ditanda-tangani. 

ii. Kapan perjanjian mulai berlaku. 

iii. Dibuat dalam rangkap berapa. 



28 

 

 

   

 

4) Asas Itikad Baik 

Hukum perjanjian mengenal pula asas itikad baik yang terbagi menjadi dua. 

Pertama, pengertian itikad baik dalam pengertian subjektif yang merupakan 

sikap batin seseorang pada waktu melakukan hubungan hukum yang sah yakni 

kejujuran, berupa mengira bahwa segala persyaratan yang diminta undang-

undang dalam perjanjian yang sah telah terpenuhi. Kedua, itikad baik dalam 

pengertian objektif adalah kepatutan dari isi perjanjian itu sendiri. Hal ini 

sesuai yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata: “Suatu 

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menghendaki 

bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan 

norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
35

    

Disamping keempat asas tersebut, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang 

diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari 

tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil 

dirumuskan beberapa asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut 

diantaranya adalah: 

a) Asas Kepercayaan  

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang 

akan  mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang 

diadakan di antara mereka di belakang hari. 
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b) Asas Persamaan Hukum 

Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum adalah bahwa subjek 

hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan 

kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda bedakan antara satu 

sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan 

ras. 

c) Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah 

pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai 

kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika perlukan dapat menuntut 

pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula 

kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. 

d) Asas Kepastian Hukum  

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. 

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu 

sebagai undang undang bagi yang membuatnya. 

e) Asas Kebiasaan  

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu pejanjian tidak 

hanya mengikat untuk apa secara tegas diatur, akan tetapi juga hal hal 

yang menurut kebiasaan lazim diikuti.  
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f) Asas Perlindungan 

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitor dan 

kreditor harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat 

perlindungan itu seringkali adalah pihak debitor karena pihak debitor 

berada pada pihak yang lemah.
36

 

d. Syarat Sahnya Perikatan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu 

perjanjian atau perikatan diperlukan syarat-syarat. Bunyi dari Pasal 1320 KUH 

Perdata yakni:  

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 

1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3) suatu pokok persoalan tertentu; 

4) suatu sebab yang tidak terlarang. 

 Begitu juga Pasal 47 Ayat (2) PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap 

sah apabila: 

1) terdapat kesepakatan para pihak; 

2) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3) terdapat hal tertentu; dan 
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4) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat 

tersebut mengenai orang-orang atau subjek-subjek hukum yang melakukan 

perjanjian. Kemudian, dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena 

keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan 

hukum yang dilakukan itu.  

Apabila unsur pertama dan kedua (unsur subjektif) tidak terpenuhi maka 

perjanjian dapat dibatalkan, namun apabila unsur ketiga dan unsur keempat tidak 

terpenuhi (unsur objektifnya) maka perjanjian itu batal demi hukum.
37

  

1) Kesepakatan Dua Belah Pihak (Toesteming/ Izin) 

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau 

lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Selain itu, juga 

terdapat dalam Pasal 1321 sampai Pasal 1328 KUH Perdata. Menurut Pasal 

1321 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai 

kekuatan jika diberikan karena kekhilafan (dwaling) atau diperoleh dengan 

paksaan (dwang) atau penipuan.”  

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan: 

a) bahasa yang sempurna dan tertulis, 

b) bahasa yang sempurna secara lisan, 

c) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, 
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d) bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawannya, 

e) diam atau membisu tetapi asal dipahami pihak lawan. 

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak 

yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis.
38

   

Selain itu, ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya 

persesuaian kehendak, sebagai berikut: 

a) Teori Ucapan (Uitingstheorie) 

Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima 

penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
39

 

b) Teori Pengiriman (Verzendtheorie) 

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pernyataan akseptasi 

dikirimkan, dengan pengiriman tersebut, pihak penerima penawaran 

kehilangan kesempatan mengubah konsensus. Kelemahnnya pada proses 

pengiriman pihak pemberi tawaran belum mengetahui adanya 

permintaan/akseptasi. 

c) Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie) 

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang 

menawarkan itu mengetahui adanya akseptasi, tetapi penerimaan itu belum 

diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, 

bagaimana mengetahui isi penerimaan apabila belum menerimanya. 
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d) Teori Penerimaan (Ontvangstheorie) 

Bahwa kesepakatan tercapai pada saat surat berisi penerimaan sampai di 

tangan pemberi tawaran atau untuk setiap surat tersebut dialamatkan 

sehingga pada saat itulah terjadi kesepakatan. 
40

 

 

2) Kecakapan Bertindak 

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan 

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan 

akibat hukum. Seseorang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan 

hukum adalah orang yang telah dewasa (Pasal 1329 KUH Perdata). Ukuran 

kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak 

berwenang melakukan perbuatan hukum adalah: (1) anak dibawah umur 

(minderjarigheid), (2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan (3) istri 

(Pasal 1330 KUH Perdata). Tetapi, dalam perkembangannya istri dapat 

melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 

Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.
41

 Pasal 1446 menyatakan: 

(1) Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-

orang yang berada dibawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan 

atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan 

batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. 

(2) Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak 

yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak 
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batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas 

kekuasaan mereka.” 

3) Suatu Hal Tertentu  

Suatu hal tertentu ini mengacu pada objek yang diperjanjikan dalam perjanjian 

tersebut. Menurut ketentuan KUH Perdata dalam Pasal 1332, “Hanya barang 

yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.” 

Sedangkan menurut Pasal 1333 menyatakan bahwa, “Suatu persetujuan harus 

mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan 

jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian 

dapat ditentukan atau dihitung.”
42

 Namun, menurut Salim HS yang menjadi 

objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang 

menjadi kewajiban para pihak.
43

 Prestasi dalam Pasal 1234 KUH Perdata 

terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, (3) tidak berbuat 

sesuatu. 

4) Suatu Sebab yang Halal (Geoorloofde Oorzak) 

Suatu sebab yang halal perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab 

disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab tersebut merupakan sebab 

yang halal yang berarti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak 

menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 

1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (orzaak). 

Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan sebab atau kausa yang terlarang 

yakni, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-
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undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan 

ketertiban umum.”
44

 

 

5) Masa Berlakunya Perjanjian 

Perihal mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian harus dipastikan apakah 

telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. 

Haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara 

para pihak yang berjanji.  

Apabila kedua kehendak tersebut tidak saling bertemu atau saling berselesih, 

tak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Karena, suatu perjanjian lahir 

pada detik tercapainya kesepakatan, maka ada madzhab yang berpendapat 

bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran. Artinya 

dengan diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

belah pihak telah mengetahui tentang adanya penawaran tersebut. Kemudian 

pihak penerima penawaran melakukan penerimaan terhadap penawaran 

tersebut sehingga lahirlah suatu perjanjian.
45

 

e. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan  

 Bab IV Buku III KUH Peradata tentang hapusnya perikatan baik yang 

timbul dari perjanjian, maupun dari UU Pasal 1381 KUH Perdata, menyebutkan 

sepuluh cara hapusnya perikatan, di mana delapan diantaranya dibahas dalam Bab 

IV, yaitu: 

1) karena pembayaran, 
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2) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan, 

3) karena pembaruan utang (novatie), 

4) karena perjumpaan utang atau kompensasi, 

5) karena percampuran utang, 

6) karena pembebasan utang, 

7) karena musnahnya barang yang terutang,  

8) karena kebatalan atau pembatalan, 

9) karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I, 

10) karena lewat waktu, yang akan diatur dalam buku IV. Bab 7. 

Perincian dalam Pasal 1381 KUH Perdata itu tidak lengkap, karena telah 

dilupakan hapusnya suatu perikatan karena lewatnya suatu ketetapan waktu yang 

dicantumkan dalam suatu perjanjian.
46

 

f. Wanprestasi  

Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap 

perikatan. Sedangakan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang 

dibuat antara dua pihak. Apabila terdapat unsur kelalaian (ingebreke), seorang 

debitur dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.  Dalam Bahasa Belanda, 

wanprestasi berarti sebagian prestasi yang buruk. Ada tiga bentuk wanprestasi 
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yakni, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat memenuhi 

prestasi, dan debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik. 
47

 

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut 

ini. 

1) Perikatan tetap ada yakni kreditor masih dapat menuntut kepada debitur 

pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Selain itu, debitur 

juga berhak menagih ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan 

prestasinya.  

2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH 

Perdata). 

3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah 

debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari 

pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang 

pada keadaan memaksa.  

4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan 

diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunkan pasal 

1266 Perdata.
48

 

g. Ganti Rugi 

Kata kerugian berasal dari kata rugi, sehingga mudah dapat diketahui 

apakah sebenarnya kerugian tersebut. Pasal 1243 KUH Perdata memperincikan 

kerugian (dalam arti luas) ke dalam tiga kategori sebagai berikut: 
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1) biaya yakni setiap cost yang harus dibayar oleh pihak yang dirugikan akibat 

wanprestasi, 

2) kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan merosot nilai kekayaan sebagai 

akibat wanprestasi, dan 

3) bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi 

diperoleh karena adanya wanprestasi.
49

 

Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan “Jika dalam suatu perikatan 

ditentukan bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti kerugian harus 

membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh 

memberikan sesuatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari jumlah itu.”
50

 

2. Akad dalam Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didalamnya menjelaskan bahwa akad 

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
51

 Secara 

etimologi (bahasa), „aqad mempunyai beberapa arti antara lain
52

: 

a. Mengikat (ar-rabthu), yaitu: 

 أحََذُهمًُا باِلآخَرِ حَتىَّ يتََّصِلُ فيَصُْبحَِ كَقطِْعَتٍ وَاحِذَةٍ جَمْعُ طَرْفيَ حَبْليَْه وَيشَُذُّ 

"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lain sehingga 

bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda." 
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b. Janji (Al-'Ahdu) sebagaimana dijelaskan sebagaimana dalam Al-Quran: 

                        

Artinya: "Ya siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, 

sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa." (QS. Ali-Imran: 76) 

               

Artinya: "Hai orang-orang beriman tepatilah janji-janjimu." (QS. Al-Maidah: 1) 

Istilah 'ahdu dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang yang 

mengerjakan sesuatu dan tidak ada yang sangkut-pautnya dengan orang lain. 

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik 

setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang 

tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap 

mengikat orang yang membuatnya.
53

 

Dari uraian di atas dapat dicermati, bahwa setiap „aqdi (persetujuan) 

mencakupi tiga tahapan, yakni perjanjian („ahdu), persetujuan dua buah perjanjian 

atau lebih, perikatan („aqdu). 

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah: 

نػَهٌمَا   الْعَقْدُ هُوَ التَّصَرَؼُ الذِّيْ بػَيْنَ طرَْفػَيْن كَ تػُنْشَأُ عَنْهُ اْلإلْتِزاَمَات تػَقُوُْـ بػَيػْ

“Aqad yaitu tassaruf antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau 

kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.” 

 Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, 
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maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad 

tersebut.
54

 

1. Rukun-Rukun Akad 

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, 

maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad 

tersebut. Adapun rukun-rukun akad yang disebutkan dalam Pasal 22 KHES 

sebagai berikut.
55

 

Rukun akad terdiri atas: 

b. pihak-pihak yang berakad, 

c. objek akad, 

d. tujuan pokok akad, 

e. kesepakatan. 

Pasal 23 KHES 

(1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, 

persekutuan, atau badan usaha. 

(2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. 

Pasal 24 KHES 

(1) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh 

masing-masing pihak. 

(2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat 

diserahterimakan. 
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Pasal 25 KHES 

(1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penegmbangan usaha 

masing-masing pihak yang mengadakan akad. 

(2) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan atau 

perbuatan. 

2. Syarat-Syarat Akad 

 Setiap pembentuk aqad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan 

syara‟ dan wajib disempurnakan. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yakni syarat 

yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga biasa 

disebut idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat khusus. Syarat-syarat 

yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut. 56  

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad 

orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila. 

b. Objek akad dapat menerima hukumnya. 

c. Akad diperbolehkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang memiliki hak 

melakukannya walaupun ia bukan aqaid yang memiliki barang. 

d. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka orang yang 

menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal ijabnya. 

e. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah 

berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
57
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3. Konsep Ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili 

a. Definisi Ijarah 

Istilah ijarah berasal dari kata al-ajru yang secara bahasa berarti imbalan 

(al-„iwadh). Sedangkan secara istilahi adalah akad pemindahan hak guna 

(manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran 

upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri.
58

  

Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai 

imbalan. Sebagaimana tidak sah ta‟liq (menggantungkan) dalam jual beli maka 

ta‟liq dalam ijarah juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqaha, 

menyandarkan ijarah ke masa akan datang hukumannya sah.  

Adapun ulama Syafi‟iyah melarang menggantungkan ijarah atas barang ke 

masa akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan 

ijarah atas tanggungan. Misalnya, “Saya mewajibkan dirimu membawa barangku 

ke negeri ini atau sampai bulan sekian”. Hal itu karena barang dalam tangungan 

dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad salam pada suatu barang 

yang diserahkan pada waktu tertentu.
59

 

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah, 

antara lain sebagai berikut. 

1) Menurut Hanafiyah, ijarah adalah: 
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ستأجِرةَ بعَِوض
ُ
فَعَة مَعْلُوْمَة مَقْصُوْدَة مِن العَيِن الم  عُقْد يفُِيْدُ تَملِْيكُ مَنػْ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja 

dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”  

2) Menurut Malikiyah, ijarah adalah: 

َنػْقُوْلَات
فَعِةِ الادَمِيَ ك بػَعْضِ الم  تسْمِيَةُ التػَعَاقُدِ عَلَى مَنػْ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan 

untuk sebagian yang dapat dipindahkan.” 

3) Menurut Asy-Syafi‟iyah, ijarah adalah: 

فَعَةِ مَقْصُوْدَة مَعلُومَة مُبَاحَةٌ قاَبػَلَةٌ للِبَذْؿِ ك الْاباحَةِ بعَِوِض مَعْلُوـ  عَقدٌ عَلَى مَنػْ
“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 

mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.  

4) Menurut Sayyid Sabiq, ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat 

dengan jalan penggantian.  

5) Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain 

dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
60

  

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah 

adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam 

Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa 

adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau 

kekuatan.
61
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Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam akad ini pembayaran 

oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia dapatkan. 

Sehingga, yang menjadi obyek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, 

bukan bendanya. Dalam akad ijarah tidak selamamanya manfaat diperoleh dari 

benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah seperti ini bisa 

disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.
62

   

b. Legalitas Ijarah 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku terjemah Fiqih Islam Wa 

Adillatuhu, mayoritas ulama memperbolehkan akad ijarah dengan dalil al-Qur‟an, 

sunnah dan ijma sebagai berikut.
63

 

Pertama, dalil al-Qur‟an. Firman Allah, 

أُجُورَهُنَ أفإَِفْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ   
Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya.”
64

 Dalam ayat ini dikatakan bahwa 

pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. 

Kedua, sunnah yakni sabda Rasulullah saw: “Barangsiapa yang 

mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” 

Ketiga, ijma‟ dimana pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad 

ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan 

pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan 
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mereka terhadap barang yang riil. Selama akad jual beli diperbolehkan maka akad 

ijarah manfaat harus diperbolehkan juga.   

c. Rukun Ijarah 

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa rukun ijarah menurut Hanafiyah 

adalah ijab dan kabul, yaitu dengan lafal ijarah, isti‟jar, iktiraa‟ dan ikraa. 

Sedangkan rukun ijarah  menurut mayoritas ulama
 
ada empat, yaitu dua pelaku 

akad (pemilik sewa dan penyewa), sighah (ijab dan kabul), upah, dan manfaat 

barang.
65

  

1) Pelaku akad diantaranya adalah mu‟jir sebagai orang yang menerima upah 

dan menyewakan sedangkan musta‟jir sebagai orang yang memberi upah dan 

menyewa sesuatu.  

2) Ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad 

ijarah, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, 

yang diucapkan setelah adanya ijab. 

3) Upah yang diketahui kedua pihak dan sesuatu yang halal. 

4) Bernilai manfaat barang atau jasa dalam akad ijarah (upah-mengupah). 

d. Syarat Kelaziman Ijarah (Syarth al-Luzuum) 

Syarat-syarat ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili yang mengikuti 

pendapat ulama syafi‟iyah adalah bahwa disyaratkan beberapa hal sebagai berikut 

dalam rukun ijarah yang empat, yaitu kedua pelaku akad, sighah, manfaat, dan 

upah.  
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1) Kemampuan melakukan akad (ahliyyat at-ta‟aqud) bagi kedua pelaku akad. 

Disyaratkan bagi kedua pelaku akad yaitu pemilik dan penyewa-mencapai usia 

balig, berakal, tidak dilarang membelanjakan hartanya (ghair mahjuur‟alaih). 

Sehingga tidak sah akad ijarah anak kecil, orang gila dan orang yang dilarang 

membelanjakan hartanya (mahjuur‟alaih), karena mereka tidak memiliki hak 

kuasa (wilayah) atas diri dan harta mereka. 

2) Sighah, yaitu tercapainya ijarah dengan ijab dan qabul, atau yang 

menggantikan keduanya (ijab dan qabul), yaitu mu‟athah (saling memberi 

tanpa ada sighah) jika hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat.  

3) Manfaat. Disyaratkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik 

secara syarat maupun kebiasaan umum. Tidak sah menyewakan alat-alat 

hiburan, anjing untuk berburu atau menjaga dalam mendapat ashah, menyewa 

laki-laki untuk mengucapkan kalimta yang tidak melelahkan sekalipun barang 

dagangannya laku, serta menyewa rumah dan dinar untuk hiasan. Juga 

disyaratkan manfaatnya dapat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang 

menyewakan. Sehingga, tidak sah menyewakan untuk melakukan ibadah yang 

membutuhkan niat dan ibadah yang tidak diwakilkan seperti shalat dan puasa. 

Hal itu karena manfaat ibadah itu, yaitu pahala akan kembali kepada orang 

yang menyewakan bukan pada penyewa. Disyaratkan juga dalam manfaatnya 

tidak ada maksud mengambil barang/jasa dengan sengaja. Sehingga, tidak sah 

menyewakan kebun untuk diambil buahnya, atau kambing untuk diambil buah 

atau susunya. Juga disyaratkan pada manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran 
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dan sifatnya, dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya 

dengan waktu, seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal.
66

 

4) Upah. Disyaratkan dalam upah apa yang disyaratkan pada harga dalam akad 

jual beli yaitu harus suci. Maka tidak sah ijarah jika upahnya berbentuk anjing, 

babi, kulit bangkai, atau khamar, karena semua itu adalah barang najis. Upah 

juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak sah upah yang tidak 

dapat dimanfaatkan.
67

 

e. Hukum Ijarah Pekerjaan 

Ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan 

tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke 

tempat tertentu, mewarnai baju, memperabaiki sepatu, dan sebagainya.  

Orang yang disewa (ajir) ada dua macam: pekerjaan khusus (ajir khash) 

dan pekerja umum (ajir musytarak). Pekerja khusus (ajir khash/ajir wahad) 

adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh 

bekerja selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum (ajir 

musytarak) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang 

pewarna pakaian, tukang besi, tukang seterika, dan sejenisnya. Ia boleh bekerja 

untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya 

bekerja untuk orang lain.
68
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f. Berakhirnya Akad Ijarah 

Pertama, ijarah habis – menurut ulama Hanafiyah, seperti yang telah kita 

ketahui dalam pembahasan sifat ijarah, dengan meninggalnya salah satu pelaku 

akad. Hal ini karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain 

itu, manfaat dalam ijarah itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika 

Muwaris (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak 

ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak 

dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad ijarah perlu diperbarui 

dengan ahli warisnya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, makan 

ijarahnya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang 

melakukan akad. Jika perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui 

meninggal, maka ijarah-nya habis karena masing-masing mereka dijadikan akad. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal (fasakh) dengan 

meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad lazim atas 

manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya. Akan 

tetapi, ijarah dapat batal dengan meninggalnya perempuan tukang menyusui atau 

bayi yang disusui, karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya, yaitu 

perempuan yang menyusui. Selain itu, karena sulitnya memperoleh mas‟quud 

„alaih (objek akad), karena tidak mungkin mendapatkan bayi lain sebagai 

penggantinya. 
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Kedua, ijarah juga habis dengan adanya pengguguran akad (iqolah). Hal 

itu karena akad ijarah adalah akad mu‟awadhah (tukar-menukar) harta dengan 

harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
69

 

Ketiga, ijarah habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik 

(seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik) atau rusaknya barang 

yang dijadikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau 

diputihkan, karena tidak mungkin mengambil ma‟quud (yaitu manfaat) setelah 

barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.  

Keempat, ijarah habis dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali karena 

uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia 

dianggap habis ketika sampai batasnya itu. Oleh karena itu, akad ijarah menjadi 

batal dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali jika disana terdapat uzur 

(halangan), seperti masa ijarah habis dan tanah yang disewa terdapat tanaman 

yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa 

dipanen dengan kewajiban membayar upah umum. Habisnya ijarah dengan sebab 

habisnya masa secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha.
70

 

4. Transaksi Elektronik dalam UU ITE 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik telah mengatur bagaimana melakukan transaksi melalui media 

informasi elektronik yakni dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). 
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(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem 

Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 

beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap 

Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. 

Kemudian, pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi: 

(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat 

para pihak.
71

 

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa setiap transaksi elektronik yang 

terjadi di dunia maya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, tidak terjadi 

kerugian bagi para pihak yang melakukan transaksi. 

5. Penafsiran Hukum 

Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena 

umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum jika tidak 

terjadi peristiwa konkret. Peraturan hukum yang bersifat abstrak tersebut 

memerlukan rangsangan agar dapat aktif dan dapat diterapkan pada peristiwa 

yang cocok.  

 Bolehlah dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu 

dijelaskan, ditafsirkan lebuh dulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. 

Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi 

penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah 
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dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini 

adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.  

Dalam literatur lazimnya dibedakan beberapa metode penafsiran 

diantranya adalah interpretasi menurut bahasa (gramatikal), historis, komparatif, 

sosiologis atau teleologis.
72

    

a. Interpretasi Gramatikal atau Menurut Bahasa 

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif 

merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk 

mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya 

menurut bahasa. Di sini, arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan 

menurut bahasa sehari-hari yang umum.
73

 

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis 

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis 

ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai 

lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa 

kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya 

undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Interpretasi sosiologis terjadi 

apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan 

kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan 

hubungan dan situasi sosial yang baru. 
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c. Interpretasi Historis 

Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud 

ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh 

pembentuk undang-undang pada waktu pembentukkannya. 

d. Interpretasi Komparatif 

Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan jalan memperbandingkan 

adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan 

memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan 

undang-undang. Pada interpretasi komparatif makna penafsiran peraturan itu 

dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di 

berbagai negara.
74
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris atau empirical legal 

research yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum 

individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang 

digunakannya berasal dari data primer.
75

 Jenis penelitian ini digunakan karena 

selaras dengan penelitian Perjanjian Paid To Review antara Publisher, Advertiser 

dan Broker pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum 

Islam. 
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Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah 

pendekatan yuridis antropologi. Pendekatan yuridis antropologi merupakan suatu 

studi untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat 

dengan melihat fenomena hukum dan fakta sosial yang terdapat dalam 

masyarakat.
76

 Pendekataan ini dilakukan untuk meneliti “Perjanjian Paid To 

Review antara broker, publisher, dan advertiser pada CV. Indonesia-Online 

ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam”.   

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipakai oleh penulis untuk 

mengambil data untuk penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kantor CV. 

Indonesia-Online yang beralamatkan di Jalan Bunga Lely Nomor 52 Malang. 

Penulis memilih kantor CV. Indonesia Online sebagai lokasi penelitian karena 

beberapa pertimbangan. Pertama,  merupakan salah satu CV di Kota Malang yang 

mengembangkan bisnis advertising secara online dan telah bekerjasama dengan 

banyak  perusahaan-perusahaan luar negeri. Kedua, belum ada penelitian dengan 

topik dan pendekatan yang sama. Ketiga, pentingnya mengetahui status bisnis ini 

dari prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. 
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C. Sumber Data 

Sumber Data penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang berasal dari data 

lapangan. Data lapangan tersebut diperoleh dari hasil wawancara mendalam 

(depth interview) dengan pemilik CV. Indonesia-Online, Malang beserta staff. 

Wawancara dilakukan secara langsung dan melakukan pengambilan dokumentasi 

dengan tulisan, rekaman maupun pengambilan gambar.  Kemudian melakukan 

wawancara dengan pihak advertiser melalui email dan data dari broker diambil 

data secara digital yakni pengamatan melalui website broker. Informan yang telah 

diwawancarai adalah: 

a. Agung Wahyu Wibowo., S. Kom (Pemilik CV. Indonesia-Online Malang). 

b. Hella Yoviola Rosandra (Staff bagian PTR). 

c. Nur Hidayati (Staff bagian PTR).  

d. Rizkhi Ema Afianzah (Staff bagian PTR) dan, 

e. Muhammad Jordan (advertiser). 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan 

penjelasan atau melengkapi sumber data primer.
77

 Data sekunder dibagi menjadi 

tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  
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Bahan hukum primer adalah yang berasal dari KUH Perdata, Undang-

Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP Nomor 82 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.  

Bahan hukum sekunder penulis menggunakan buku-buku, jurnal ilmiah 

dan artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Diantaranya 

adalah buku dengan judul Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Hukum Kontrak 

Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang 

Hukum Bisnis), Fikih Muamalah, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), serta 

Fiqih Islam Wa Adillatuhu.  

 Sedangkan bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan 

menggenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari 

kamus hukum, ensiklopedi, internet dan sebagainya. Penulis menggunakan 

sumber dari internet diantaranya adalah Etheses.uin-malang.ac.id, Digilib.uin-

suka.ac.id dan SponsoredReviews.com. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi, yakni mendokumentasikan dengan tulisan hasil dari 

wawancara ataupun rekaman maupun gambar. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
78

  

Teknik pengumpulan data primer oleh penulis yakni melalui wawancara. 

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik proposive sampling 

                                                 
78

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabheta, 2010), h. 329. 



57 

 

 

   

(memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai objek penelitian) dengan 

memilih informan diantaranya pemilik CV. Indonesia-Online dan staff dari CV. 

Indonesia-Online untuk mengetahui mekanisme transaksi PTR. Narasumber yang 

telah diwawancarai adalah Agung Wahyu Wibowo., S.Kom (pemilik CV. 

Indonesia-Online Malang), Hella Yoviola Rosandra (staff bagian PTR), Nur 

Hidayati (staff bagian PTR), Rizkhi Ema Afianzah (staff bagian PTR) dan, pihak 

advertiser bernama Muhammad Jordan. Kemudian, mengambil data informasi 

tentang broker secara digital melalui website broker yakni 

SponsoredReviews.com dan interview melalui email dengan pihak advertiser. 

Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier penulis mendapatkannya dengan 

metode library research yaitu menelaah dokumen yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan, buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum serta sumber data 

tertulis ilmiah yang lain terkait perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum 

Islam. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah isi dari KUH Perdata, 

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE, PP Nomor 82 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta kitab terjemah Fiqih Islam 

Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaily yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-

Kattani. 
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E. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah teknik di mana data yang diperoleh diolah untuk 

lebih menjelaskan akurasi data dengan benar dan utuh.
79

 Untuk mengelola 

keseluruhan data yang digunakan analisis data yang sesuai dengan pendekatan 

yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif.
80

 

Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Edit (Editing) 

Menerangkan atau memeriksa kembali semua data yang diperoleh apakah 

telah sesuai dengan rumusan masalah.  Dalam editing ini penulis akan 

mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang ada agar data yang 

diperoleh lebih lengkap. Penulis juga mengecek kejelasan makna serta 

kerelevanan data-data yang diperoleh. Pada teknik editing, dibedakan antara 

data primer, sekunder, tersier. Dengan editing, data juga dibedakan antara data 

emik dan data epik. 

2. Klasifikasi (Classifying) 

Mengklasifikasikan data yang telah didapat yang bertujuan untuk memilah 

data yang diperoleh dari informan dan mengklasifikasikan data yang 

digunakan maupun yang tidak digunakan, pemilahan disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian agar mempermudah pembahasan. Pada teknik ini,data 

yang ada diklasifikasi mana data yang masuk ke dalam bab I, II, III dan IV. 
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3. Verifikasi (Verifying) 

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan penulis untuk 

memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, penulis 

melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap 

kenyataan yang ada di kantor CV. Indonesia-Online guna memperoleh 

keabsahan data. Dengan teknik ini di verifikasi antara data hasil wawancara 

dan data hasil studi dokumentasi. 

4. Analisis (Analysing) 

Analisis data adalah suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam 

menganalisis data, harus memastikan pola analisis mana yang digunakan. 

Terdapat dua analisis yakni analisis statistik dan analisis non-statistik.
81

 Pada 

penelitian ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini 

sesuai untuk data deskriptif atau data textual. Pada data deskriptif hanya 

menganalisis menurut isinya. Analisis macam ini sering disebut analisis isi 

(content analysis).  Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

analisis yang dikorelasikan dengan teori dan perundang-undangan yang 

berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik serta aturan yang ada dalam KUH Perdata. Hal ini 

dilakukan untuk memahami data-data penelitian yang terkumpul tersebut 

memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada ataupun tidak terdapat 

relevansinya. Pada teknik ini dilakukan analisis induktif dan deduktif. 
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5. Penarikan Kesimpulan (Concluding)  

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan 

yang ada, langkah ini merupakan langkah terakhir yang digunakan dalam 

penelitian yakni menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari data-

data dan keterangan yang telah diperoleh penulis dari proses wawancara dan 

dari literatur.
 82

  

F.  Uji Keabsahan Data  

Guna mengatasi keraguan terhadap setiap hasil penelitian kualitatif, dalam 

penelitian digunakan teknik pengujian keabsahan hasil penelitian.
83

  

1. Triangulasi  

a) Triangulasi Sumber Data 

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat 

kepercayaan yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam 

metode kualitatif yang dilakukan dengan: (1) membandingkan data hasil 

pengamatan di CV. Indonesia-Online dengan hasil wawancara dengan 

informan, (2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, (3) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

b) Triangulasi Metode  

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat 
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dengan metode interview sama dengan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti.
84

 Penulis menjelaskan apabila terjadi perbedaan informasi yang 

didapat dari wawancara dan pengamatan. 

2. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya 

mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua 

pancaindra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. 

Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan maka derajat 

keabsahan data telah ditingkatkan pula.
85

 Dalam hal ini penulis akan berusaha 

menggunakan seluruh pancaindra dalam hal menggali data dan informasi di 

lapangan yakni kantor CV. Indonesia-Online Malang agar didapatkan derajat 

keabsahan yang tinggi.  

3. Perpanjangan Keikutsertaan 

Penulis berada di lapangan cukup lama. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari distorsi data yang kemungkinan terjadi selama pengumpulan 

data. Dengan memperpanjang keikutsertaan penelitian, penulis dapat 

melakukan cek ulang setiap informasi yang didapatkannya. Sehingga, 

kesalahan mendapat informasi dapat dihindari.
86
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Profil CV. Indonesia-Online 87 

CEO : AgungWahyu Wibowo 

Kontak : 08123020064 | 083832222264 

Email : indonesia_online99@yahoo.com 

Alamat : Jalan Flamboyan 45B , 65141 Malang 

Website : www.Indonesia-Online.net 

Indonesia Online adalah sebuah badan usaha berbentuk Persekutuan 

Komanditer atau CV (Comanditaire Vennootschhap) yang terkenal sebagai 

perusahaan SEO Indonesia terkemuka yang khusus bergerak di SEO, SMO, 
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layanan CMS dan strategi pemasaran online. Indonesia Online mulai beroperasi 

pada tahun 2009 dan disahkan melalui akta pendirian oleh notaris pada tanggal 24 

Maret 2014. Selain itu, Indonesia Online juga telah memiliki Surat Izin Gangguan 

dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dengan nomor register 

IG/0554/PERIJ/IV/2014. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perushaan, CV. Indonesia-Online telah 

memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Malang dengan nomor 130855208451. Pemilik CV. Indonesia-

Online telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 5 Maret 2015 yang 

dibuktikan dengan NPWP yakni 72.394.149.8-652.000. Melalui Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu, CV. Indonesia-Online juga telah mendapatkan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP) dengan  izin 517/ 172/ 35.73.407/ 2014. Hal ini 

tentunya menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi dari pemilik CV. Indonesia-

Online. Karena, dengan mendirikan badan usaha menunjukkan bahwa bisnis yang 

pemilik Indonesia Online kelola telah memiliki izin usaha. Apabila suatu usaha 

telah mendapatkan legalisasi dari pemerintah, maka seyogianya hal tersebut 

memberikan rasa aman dan nyaman dalam keberlangsungan suatu usaha. Selain 

itu, badan usaha bukan berbentuk badan hukum seperti CV yang telah memiliki 

unsur legalitas dan terdaftar secara resmi memudahkan para pelaku usaha dalam 

melaksanakan kegiatan usaha dan memiliki kekuatan hukum dalam bertindak. 

Dengan kata lain, perbuatan pelaku usaha tersebut dibenarkan dan diizinkan oleh 

negara serta memiliki kepastian hukum. Selain itu, hal ini membuktikan bahwa 
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Agung Wahyu Wibowo selaku pemilik CV. Indonesia-Online berupaya mematuhi 

aturan-aturan hukum seperti membayar pajak sebagai wajib pajak.  

Indonesia Online menawarkan berbagai layanan yang dikerjakan tim 

kreatif miliknya dalam hal solusi bisnis online. Fokus utama Indonesia Online 

adalah optimalisasi pada bidang mesin pencari atau search engine. Kantor 

Indonesia Online sendiri berada di Jalan Flamboyan 45B, Malang, Jawa Timur. 

CV. Indonesia-Online bergerak di bidang optimalisasi mesin pencari, 

optimalisasi media sosial, management content system, penulisan artikel maupun 

penulisan konten dan latihan kerja Internet Marketing. Hingga saat ini, CV. 

Indonesia-Online telah bekerja sama dengan banyak perusahaan yang didirikan 

dari berbagai industri dari AS, Inggris, Australia dan lain sebagainya. CV. 

Indonesia-Online secara konsisten bekerja untuk memenuhi tujuan bisnis dari 

klien mereka. 

CV. Indonesia-Online memiliki tim kerja yang kuat dari individu-

individu berbakat yang selalu didorong untuk memberikan kualitas kerja digital 

yang tinggi dan menghasilkan ide-ide digital yang sangat cemerlang untuk 

memberdayakan usaha. Terhitung ada 11 staff yang membantu pengembangan 

usaha CV. Indonesia-Online. Daftar staff dari CV. Indonesia-Online adalah 

sebagai berikut: 

a. Staff Paid To Review (PTR): Hella Yoviola Rosandra, Nur Hidayati, Rizkhi 

Ema Afianzah. 

b. Staff Online Forum: Rizkhi Ema Afianzah, Bahrul Ulum, Doni            

Windarto. 
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c. Staff Search Engine Optimisation (SEO): Rizaldy Ahmad fauzi, Setiawan Dwi 

Widodo, Evi Rochmatul Khasana, Handini Prahesti, Novi widiyawati, 

Rahmawati Dewi Retno Asri. 

2. Layanan yang Ditawarkan CV. Indonesia-Online 

CV. Indonesia-Online menawarkan daftar eksklusif layanan mereka 

guna meningkatkan bisnis client. Pelayanan yang ditawarkan diantaranya layanan 

sistem manajemen konten, layanan SEO (Search Engine Optimisation), dan solusi 

pemasaran online. 

Layanan utama CV. Indonesia-Online meliputi: Pertama, SEO/ Search 

Engine Optimisation (Layanan Pengoptimalan Mesin Pencari). CV. Indonesia-

Online memaksimalkan diri dalam memberikan layanan SEO top-notch yang akan 

meningkatkan visibilitas situs client di search engine. 

Kedua, SMO/Search Engine Optimisation (Layanan Pengoptimalan 

Media Sosial). SMO, Search Engine Optimisation (Layanan Pengoptimalan 

Media Sosial) adalah proses meningkatkan daya jual produk, merek ataupun 

event-event dengan menggunakan sejumlah gerai media sosial dan komunitas.  

Ketiga, pengembangan CMS (Content Management System). Sebuah 

website yang baik memerlukan platform yang kuat di dalamnya agar dapat 

berfungsi dengan baik. CV. Indonesia-Online paham betul banyaknya  kesulitan 

untuk dapat mengelola website yang sedang berkembang. Oleh karena itu, 

pihaknya menyediakan solusi CMS yang menghemat waktu. Client dapat 

mengelola website dengan mudah, memelihara situs web yang bersih dan website 
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yang tertata. CV. Indonesia-Online spesialis di CMS JOOMLA dan penyesuaian 

WordPress dan pengembangan web. 

Keempat, penulisan artikel dan penulisan konten. Pergeseran pentingnya 

konten dapat dilihat dari besarnya arus kesempatan kerja untuk penulis konten dan 

bloggers. Jurnal-jurnal search engine baru-baru ini menyatakan bahwa 93% dari 

pemasaran B2b menggunakan penulis konten disatu bentuk atau lainnya. Salah 

satu perjuangan tebesar pemasaran konten adalah memproduksi konten yang 

cukup dan secara bersamaan menjaga kualitasnya agar tetap tinggi. Itulah 

mengapa seorang penulis profesional harus bekerja setiap hari. Jika client 

memerlukan banyak konten dalam sistem Paid To Review khususnya yang 

berkualitas secara cepat, dan biaya ringan, CV. Indonesia-Online adalah pilihan 

yang tepat. 

Kelima, workshop pemasaran internet dan pelatihan. Workshop ini 

sangat praktis, dirancang bagi individu atau tim melalui metodologi milik CV. 

Indonesia-Online dalam memberikan pemahaman tentang kesempatan dalam 

pemasaran internet. Workshop ini disusun berdasarkan langkah-langkah 

pemasaran secara online, termasuk memahami bagaimana keadaan pasar, social 

media dan peringkat google, terkait target pasar dan mengembangkan brand 

secara online.  

3. Hasil Kerja Indonesia Online 

 CV. Indonesia-Online ingin para pelanggan dapat melihat hasil terbaik 

kerja mereka. Dalam mengejar tujuan ini CV. Indonesia-Online mempersiapkan 

diri untuk menjadi badan usaha di bidang online marketing yang teratas dan 
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melebihi ekspektasi untuk membuktikan kegigihan, keahlian dan kepemimpinan 

mereka di lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Website Hasil Kerja CV. Indonesia-Online 

Di bawah ini sedikit dari banyak daftar client CV. Indonesia-Online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Client CV. Indonesia-Online 
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B. Mekanisme Umum Paid To Review 

Paid To Review secara bahasa adalah kata paid adalah bentuk ketiga dari 

kata pay atau bentuk kata kerja passive dari kata pay yang artinya dibayar. 

Sedangkan review adalah root dari view yang berarti mengulas, tulisan, tinjauan. 

Bisnis Paid To Review adalah sebuah istilah layanan di internet yang membayar 

setiap anggotanya untuk menulis review tentang produk atau website tertentu.
88

 

Cara kerja bisnis ini dengan mendaftar ke situs agen iklan atau biasa disebut 

broker dan melakukan review terhadap produk yang ditawarkan oleh pemilik 

produk (advertiser). Jika review anda dinilai layak, maka anda akan mendapatkan 

komisi sesuai dengan harga yang telah  disepakati dengan pihak advertiser.
89

 

Di bisnis online advertising ini ada 3 pihak yang saling bekerjasama, 

yaitu pemilik produk (advertiser), agen iklan (program Paid To Review), dan anda 

publisher (sebagai pe-review produk). Pemilik produk adalah orang yang 

menginginkan produknya di-review, agen iklan adalah media yang 

menghubungkan antara pemilik produk dengan anda (blogger), dan anda adalah 

orang yang melakukan review produk. Dalam hal ini pemilik produk diuntungkan 

karena produknya bisa lebih dikenal orang karena banyak di-review dan dibaca 

orang dan akan mendapatkan backlink tambahan untuk situsnya. Agen iklan 

diuntungkan karena dibayar oleh pemilik produk setiap ada review yang 

dihasilkan, dan anda untung karena mendapat bayaran dari advertiser karena telah 

me-review produknya. Kemudahan dari bisnis ini, anda hanya menulis tentang 
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suatu produk untuk mendapatkan komisi, dan anda dapat menentukan sendiri 

harga review anda dengan pertimbangan peringkat blog anda.
90

 

Besarnya komisi tiap posting review di blog adalah bervariasi tergantung 

pada kualitas, popularitas dan peringkat blog anda, yaitu ada yang Rp 10.000,00, 

Rp 50.000,00, Rp 200.000,00, dan sebagainya. Selain itu, komisi juga dipengaruhi 

keaktifan anda jika semakin sering me-review maka sering pula anda mendapat 

bayaran. Biasanya advertiser akan menilai kualitas blog anda dengan melihat 

Google PageRank. Blog yang memiliki pagerank yang tinggi akan akan lebih 

dipercaya oleh pihak advertiser untuk me-review produknya, dan ini juga akan 

mempengaruhi besarnya harga yang ditawarkan kepada anda. Semakin tinggi 

pagerank suatu blog maka harga yang ditawarkan akan semakin mahal.
91

 

Kebanyakan program Paid To Review adalah dari luar negeri, sehingga 

orang yang mengikuti program ini harus me-review dalam bahasa asing juga. 

Tetapi seiring waktu mulailah muncul program Paid To Review buatan Indonesia 

seperti Reviewmu dan AdReviewCamp, dimana jika mengikuti program ini anda 

akan me-review dalam bahasa Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan bagi anda 

yang ingin berbisnis Paid To Review tapi tidak bisa berbahasa Inggris. Syarat 

mengikuti program ini adalah anda harus memiliki alamat email, dan memiliki 

blog yang biasanya minimal telah posting 5 artikel. Selain itu untuk program luar 

negeri biasanya memberi syarat untuk menggunakan PayPal atau AlertPay sebagai 

alat pembayaran, sedangkan program indonesia menggunakan rekening bank 

BCA atau Mandiri (transfer ke rekening). 
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Potensi pendapatan anda dari bisnis ini adalah : 

b. Misalnya anda dalam 1 minggu melakukan 3 kali review dan disetujui dengan 

kesepakatan harga per posting review senilai Rp 50.000,00. 

c. Jadi bisa dihitung pendapatan anda per bulan, yaitu Rp 50.000,00 x 3 x 4 = Rp 

600.000,00. 

Contoh program Paid To Review yang dapat anda ikuti antara lain sebagai 

berikut. 

a. SponsoredReviews. 

b. BuyBlogReviews. 

c. Bloggerwave. 

d. Smorty. 

e. PayPerPost. 

f. Blogsvertise. 

g. Reviewmu (program Indonesia). 

h. AdReviewCamp (program Indonesia).  

 

1. Cara Mengikuti Paid To Review 

a. Cara mengikuti Paid To Review dengan menggunakan layanan  

SponsoredReviews.com sebagai publisher.
92

 

1) Akses www.SponsoredReviews.com dan klik free sign up untuk 

registrasi. 
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 Gambar 4.3 Situs SponsoredReviews.com 

2) Isikan data form hingga lengkap seperti contoh di bawah ini. 

Kemudian beri tanda centang kotak kecil yang seperti terlihat 

dibawah (sebaiknya baca aturan dengan klik link bertuliskan 

SponsoredReviews User Agreement). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Halaman Registrasi 

 

Gambar 4.4 Halaman Registrasi 
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3) Lanjut ke halaman registrasi selanjutnya dan kosongi pengisian 

pajak dan klik Finish seperti gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Halaman Registrasi 

4) Registrasi sukses. Setelah pendaftaran selesai maka akan muncul 

halaman seperti di bawah, lanjutkan dengan membuka email anda. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Konfirmasi Registrasi Berhasil 
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5) Jika pendaftaran berhasil, maka anda akan mendapatkan email dari 

SponsoredReviews seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Verifikasi Email 

6) Setelah anda masuk kedalam email tersebut, lanjutkan proses 

pendaftaran dengan klik Verify Email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Verifikasi Email 
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7) Kemudian akan muncul seperti gambar di bawah ketika proses 

pendaftaran berhasil. Lalu klik Sign In untuk Log In setelah mengisi 

email dan password. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Halaman Log In 

8) Kemudian, untuk mendaftarkan blog anda, klik manage blogs 

dibagian bar atas, dan pilih add new blog setiap akan mendaftarkan 

blog baru. Peringatan agar jangan pernah menghapus blog yang 

pernah anda daftarkan! 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Pendaftaran Blog pada SponsoredReviews 
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9) Masukkan URL yang ingin anda daftarkan, centang kotak kecil dan 

klik Continue. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Pendaftaran Blog 

10) Kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.12 di 

bawah ini. Sesuaikan pengisian dengan tema blog anda, untuk 

memudahkan pengisian keyword, copy blog description, lalu paste 

di kolom keywords. 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Pengisian Form Pendaftaran Blog 

11) Setelah blog didaftarkan maka anda harus menunggu Approval dari 

admin seperti keterangan di bawah ini. 
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Gambar 4.13 Menunggu Penerimaan Admin 

12) Langkah selanjutnya setelah di approve oleh admin untuk 

mendapatkan penghasilan lanjutkan dengan klik find advertisers 

dibagian bar atas, seperti yang terlihat dibawah. Kemudian klik 

Rules for Bidding On Opportunities (Hide/Show), yakni berisi 

peraturan untuk menawarkan pemasangan iklan di dalam blog. 

Ketiga pilih jumlah item yang akan ditampilkan dalam satu halaman 

penawaran. Keempat klik kotak kecil di bawah sebagai tanda 

persetujuan.  

 

 

 

Gambar 4.14 Halaman Penawaran 
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13) Dalam halaman ini anda akan menemui banyak sekali pekerjaan 

beserta pembayaran yang akan diberikan, silakan bid (tawarkan) 

semua. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Penawaran Job 

14) Saat bid ingat untuk mencentang kotak kecil dibagian bawah, lalu 

klik submit to advertiser.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Proses Penawaran Job 

15) Setelah data terisi lengkap, langkah selanjutnya anda hanya tinggal 

menunggu job yang ditawarkan dari advertiser dengan harga 
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tertentu. Jika anda mendapat job, maka pihak advertiser akan 

mengirimkan email pemberitahuan kepada anda yang isinya bahwa 

job tersebut telah disetujui dengan harga tertentu beserta waktu atau 

lama pengerjaan review tersebut. Oleh karena itu selalu cek email 

anda. 

16) Setelah mendapatkan job tersebut, anda selanjutnya mengerjakan 

review dan me-posting ke dalam blog atas produk yang telah 

dberikan oleh advertiser kepada anda. 

17) Kemudian, anda memberitahukan kepada advertiser bahwa anda 

telah melakukan job review atas produk dari advertiser yang telah 

diberikan. Selanjutnya advertiser akan melakukan penilaian 

kelayakan atas job review yang telah anda buat. Jika dinilai layak, 

maka advertiser akan memberikan komisi kepada anda sesuai harga 

yang telah dsepakati di awal saat pendaftaran blog (lihat Gambar 

4.12). 

2. Pembayaran Paid To Review melalui PayPal 

Salah satu alat pembayaran di internet yang teraman dan terbanyak 

digunakan di dunia adalah PayPal.
93

 PayPal adalah alat pembayaran online yang 

digunakan untuk bertransaksi secara internasional. PayPal Inc. sendiri merupakan 

perusahaan Confinity dengan X.com pada tahun 2000 kemudian kepemilikannya 

diakusisi oleh eBay pada tahun 2002 dan menjadikannya sebagai satu-satunya 
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media pembayaran yang resmi untuk transaksinya.
94

 Dengan memilki akun 

PayPal maka anda dapat bertransaksi secara online, misalanya untuk pembayaran 

job review pada SponsoredReviews. Hal ini karena PayPal mirip dengan rekening 

bank yang dapat diisi saldo dan dapat ditransfer hanya saja berbentuk virtual. 

Banyak pebisnis online Indonesia yang menggunakan PayPal sebagai alat 

penerimaan pembayaran dan kemudian melakukan penarikan uang (withdraw) 

dari PayPal ke rekening bank di Indonesia seperti Bank BCA, BNI, BII, Bank 

Mandiri dan sebagainya, karena saat ini banyak program-program bisnis online 

seperti Paid To Review yang menggunakan PayPal sebagai alat pembayaran. 

Bisnis yang menggunakan PayPal ini, anda cukup mengisi akun PayPal (misalnya 

punyak@yahoo.com) pada biodata waktu registrasi pada program bisnis yang 

anda ikuti.
95

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Proses Pemabayaran via Paypal 
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Besarnya bayaran per-review akan berbeda-beda antara blog 

berperingkat rendah dan blog berperingkat tinggi. Misalnya saja PTR melalui 

SponsoredReviews, beberapa advertiser kadang hanya menginginkan review dari 

blog berperingkat tertentu, ada juga yang mau hanya di-review oleh blog dengan 

kategori tertentu, atau review dengan nama domain blog tertentu. Namun pada 

umumnya semua blog bisa ambil bagian dalam penulisan review.  

Sistem komisi yang dipakai SponsoredReviews adalah berdasarkan 

prosentase 65:35. Maksudnya anda sebagai blogger akan menerima 65% dari nilai 

review sedangkan sisanya 35% lagi menjadi hak SponsoredReviews selaku 

perantara alias broker. Jadi misalnya anda memperoleh job review senilai $100 

dari nilai tersebut anda akan menerima $65 saja.  

Komisi akan dibayarkan setiap 2 pekan sekali melalui Paypal, tidak ada 

nilai minimum yang harus dicapai untuk memperoleh komisi. Berapapun jumlah 

komisi yang anda kumpulkan selama satu periode tertentu akan dibayarkan 

meskipun hanya sebesar $3,25 (komisi terkecil). Besar kecilnya komisi tergantung 

pada anda. Semakin aktif anda berburu opportunity dan menggarap review maka 

semakin besar pula penghasilan anda dari SponsoredReviews.
96

  

 

C. Mekanisme Perjanjian Paid To Review antara Broker, Publisher, dan 

Advertiser pada CV. Indonesia-Online 

Salah satu layanan internet yang membayar setiap anggotanya untuk 

menulis review tentang produk atau website tertentu di internet adalah program 
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Paid To Review. Review adalah kegiatan publisher membuatkan artikel dan desain 

iklan yang ditampilkan melalui website atau blog publisher. Program ini sangat 

banyak diminati oleh pebisnis dunia maya karena untuk mendapatkan komisi kita 

hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit untuk me-review iklan dari 

advertiser. Sehingga, layanan ini termasuk kategori mudah sekali untuk 

dijalankan.
97

 Demikian pula CV. Indonesia-Online dalam menjalankan bisnis 

online advertising milikinya banyak menggunakan sistem Paid To Review. Lebih 

jauh Agung Wahyu Wibowo menjelaskan: 

Jadi, Paid To Review dalam bussines process-nya terdiri dari dua macam 

yakni Direct Order atau DO dan Indirect Order atau IO. PTR ini sebagai 

salah satu sistem yang paling banyak kami gunakan di sini, karena kami 

memiliki keyakinan melalui PTR keuntungan akan semakin besar. 

Karena PTR ini cukup diminati oleh para advertiser apa lagi ADV dari 

luar negeri. 98
 

Perjanjian Paid To Review sendiri tidak terlepas dari tiga pihak yang 

saling bekerjasama, yaitu pemilik produk (advertiser), agen iklan program Paid 

To Review (broker), dan publisher (sebagai pe-review produk) yakni CV. 

Indonesia-Online.  

Menurut Agung Wahyu Wibowo pemilik dari CV. Indonesia-Online: 

Langkah selanjutnya kalau domain kita sudah matang baru kita daftar ke 

broker seperti SponsoredReviews. Nah untuk cari pasar itu kita ada dua 

pertama kita mendaftarkan di broker, kedua kita langsung menghubungi 

orang-orang yang membutuhkan jasa kita seperti web master dan ISO 

itu. Kalau dari broker yaa kayak yang saya sebut tadi lewat salah satunya 

SponsoredReviews atau Indirect. Kita daftar kesitu nanti mereka yang 

akan carikan client buat kita. Pembagian hasil umumnya 50% biasanya 

antara broker dengan publisher. Beda dengan direct order kita publisher 

menawarkan langsung atau effortnya kita mencari sendiri client dan 

bayarannya diterima full sama kita tanpa lewat broker. Jadi, Paid To 
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Review dalam bussines process-nya terdiri dari dua macam yakni Direct 

Order atau DO dan Indirect Order atau IO.
99

 

 

 Indirect Order yakni mendapatkan tawaran pekerjaan melalui perantara 

broker SponsoredReviews, sedangkan maksud dari direct order yakni pihak 

publisher mendapatkan pekerjaan me-review iklan langsung melalui advertiser 

tanpa perantara broker. 

Pertama, Indirect Order melibatkan tiga pihak yakni pemilik produk 

atau biasa disebut advertiser, agen iklan atau broker, kemudian publisher sebagai 

pemilik web yang diminta me-review produk sepertihalnya CV. Indonesia-Online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Proses Indirect Order 

Pemilik produk (advertiser) yakni perseorangan atau perusahaan yang 

memiliki produk untuk di-review oleh pihak publisher agar produknya lebih 

dikenal oleh orang dan mendapatkan backlink tambahan untuk situsnya. Pemilik 

produk mendaftarkan diri di situs program Paid To Review dan kemudian broker 

program Paid To Review akan menawarkan job review tersebut kepada pemilik 
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website (publisher) yang sudah terdaftar pada program tersebut. Jadi, broker 

merupakan media tempat bertemunya advertiser dan publisher. Broker yang biasa 

digunakan oleh CV. Indonesia-Online adalah SponsoredReviews. 

SponsoredReviews akan mendapatkan bayaran setiap ada review yang 

dihasilkan begitu juga publisher yang me-review. Mengapa bisa dibayar? 

Logikanya sangat mudah. Setiap kita melakukan review, maka situs atau produk 

milik advertiser yang kita review akan semakin dikenal. Dengan demikian, 

mereka akan semakin sering dikunjungi visitor dan mendapatkan banyak 

tambahan konsumen. Tentu mereka akan dengan senang hati membayar publisher 

dan broker.  

Berikut alur sederhana untuk menggambarkan proses PTR dengan 

sistem Indirect Order yang dijelaskan oleh para informan dari CV. Indonesia-

Online. 

1. CV. Indonesia-Online membeli domain yang sesuai. Domain ini yang 

nantinya akan ditingkatkan pagerank-nya sehingga menjadi website / blog 

yang menarik. Ini adalah syarat utama, karena nantinya hasil review akan di-

publish di website / blog tersebut. Sepertihalnya keterangan Agung Wahyu 

Wibowo berikut: 

Kalau prosesnya sendiri begini mbak kita pertama harus membeli 

domain dulu nah domain ini dibeli dengan beberapa kriteria yang 

menentukan apakah domain ini bisa kita pakai atau tidak.  Jadi tidak 

semua domain bisa dibeli untuk mencari uang lewat PTR ini. Kalau 

tampilannya sudah bisa diakses nah parameter penting selanjutnya 

adalah komponen statistik. Maksudnya apa? Orang kalau mau lihat 

kita dia akan lihat website atau domain kita ini berkualitas apa 

nggak. Nah dia melihat kualitas tidaknya itu ada parameter 

khususnya dengan menggunakan beberapa tools yang macam-

macam. Yang paling bagus itu gimana? Nah pertama dia harus sesuai 

topik atau idenya misalnya fashion, kemudian yang DA (Domain 
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Authority) nya paling tinggi, indeksnya sebesar-besarnya juga terus 

alexa ranking nya juga yang sekecil mungkin, tampilan dan 

bahasannya menarik, external backlink sama reverange domain. Jadi 

supaya website kita bagus harus di backlink dengan website lain. Nah 

jika dua kriteria tadi bagus maka DA website kita akan bagus dan 

orang akan pesan ke kita gitu.
100

 

 

2. Mendaftarkan domain ke situs SponsoredReviews.com untuk membuat akun. 

Apabila dinilai layak oleh broker SponsoredReviews, langkah selanjutnya 

adalah memasukkan data domain, nama, alamat email dan sebagainya. Pihak 

CV. Indonesia-Online melalui akun di situs broker tidak dapat ikut andil 

dalam proses melakukan kesepakatan karena seluruh ketentuan telah dibuat 

oleh pihak SponsoredReviews. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hella 

Yoviola Rosandra dan Agung Wahyu Wibowo berikut ini: 

Jadi setelah domain kita sesuai kriteria, diantaranya backlink lebih 

dari 100.000, DA lebih dari 30 dan index lebih dari 100 yang di 

dapat dari artikel, nah baru kita daftar broker seperti 

Sponsoredreview.com, nanti di sana kita buat akun dengan fake 

name atau buat gmail.com palsu. Jadi biasanya kita dan client di PTR 

itu tidak memiliki identitas asli alias pakai ID palsu termasuk saat 

DO. Kemudian kita create akun gmail.com untuk daftar ke 

Sponsoredreview.com. nah kalau sudah kita diterima oleh broker SR 

kita kerja dan dapat income dari broker yang dikirim ke Paypal 

kita.
101

 

 

Kemudian, keterangan Agung terkait pendaftaran awal melalui broker sebagai 

berikut: 

Proses ketika kita mendaftar ke broker kita membuat akun jika sudah 

lolos kelayakan oleh broker. Kita akan masukkan data domain kita 

nama, alamat Paypal dan sebagainya. Ya mengisi identitas penting 

gitu lah. Ini harus terisi semua. Karena kaitannya dengan ID kita saat 

melakukan mekanisme PTR ini.
102
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Keterangan mengenai perjanjian dengan broker dijelaskan oleh Agung 

sebagai berikut: 

Perjanjiannya ya sesuai aturan yang sudah dibuat oleh broker jadi ya 

kita ndak bisa tawar menawar harus nurut dengan aturan dari sana. 

Jadi tinggal kita setuju apa ndak dengan semua persyaratan yang 

diajukkan oleh broker. Kalau kita ada pelanggaran seperti web kita 

mati, tampilan artikel ndak keluar mereka sudah bayar biasanya dia 

akan komplain nah kalo nggak kita tanggapi ya akun kita di block 

atau akun kita ndak bisa dapat job, bayarannya dinolkan, di potong 

seperti itu.
103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Halaman Registrasi 

3. Setelah memiliki akun di situs SponsoredReviews.com, kita sebagai publisher 

akan dipertemukan dengan advertiser dari seluruh penjuru dunia dan akan 

terjadi proses bidding atau penawaran me-review produk dari advertiser atau 

client oleh broker. Pada proses bidding, CV. Indonesia-Online berhak memilih 

kategori produk apa saja yang ingin mereka review. Di sana akan ditampilkan 

pula harga setiap review tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hella: 

Kemudian proses bidding atau penawaran job advertiser atau client 

oleh broker. Di sini pihak kami pasti memilih job yang ditawarkan 

dan tidak menerima advertising job dengan jenis judi, prostitusi, 

seks, porno dan semacemnya. Setelah memilih kategori, pihak 
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advertiser melalui broker akan memilih beberapa domain kita yang 

mereka inginkan. Jika tidak ada yang disetujui maka ulang 

ngebidd.
104

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Proses Bidding/ Penawaran 

4. Setelah memilih kategori, pihak advertiser melalui broker akan memilih 

beberapa domain milik CV. Indonesia-Online yang mereka inginkan. Jika 

tidak ada yang disetujui maka publisher harus mengulang proses bidding. 

Sepertihalnya yang telah dijelaskan oleh Hella berikut ini: 

Setelah memilih kategori, pihak advertiser melalui broker akan 

memilih beberapa domain kita yang mereka inginkan. Jika tidak ada 

yang disetujui maka ulang ngebidd. Kemudian advertiser yang sudah 

memilih domain tadi mengirim ketentuan job ke email kita juga 

sekaligus di akun kita yang ada di SR.
105

  

 

5. Apabila advertiser sudah memilih domain publisher yang dikehendaki, 

kemudian pihaknya akan mengirim ketentuan review ke email CV. Indonesia-

Online sekaligus pada akun CV. Indonesia-Online yang ada di 

SponsoredReviews juga termasuk minimal upah. Sebagaimana Hella 

menjelaskan bahwa: 

Kemudian advertiser yang sudah memilih domain tadi mengirim 

ketentuan job ke email kita juga sekaligus di akun kita yang ada di 

SR. Nah kalau di SR ini kita dapat jangka waktu 4 hari untuk 
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mengerjakan atau istilahnya due date. Terus mengirim URL hasil 

review pekerjaan kita yang sudah jadi ke submit completed post. 
106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Proses Input Review Content  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Penentuan Minimal Upah  
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6. Pihak SponsoredReviews akan memberikan jangka waktu selama 4 hari untuk 

mengerjakan review atau dengan istilah due date setelah publisher resmi 

mendapat job. Sebagiamana Hella menjelaskan: 

Nah kalau di SR ini kita dapat jangka waktu 4 hari untuk 

mengerjakan atau istilahnya due date. Terus mengirim URL hasil 

review pekerjaan kita yang sudah jadi ke submit completed post. 

Nanti setelah dua minggu sekali baru kita dibayar. Nah kalau seperti 

ini lewat broker minim kecurangan dari ADV. 
107

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Publisher Resmi mendapat Job 

7. Kemudian setelah di-review, publisher mengirim URL hasil review yang 

sudah jadi ke submit completed post. Sebagaimana penjelasan Hella: 

Kemudian advertiser yang sudah memilih domain tadi mengirim 

ketentuan job ke email kita juga sekaligus di akun kita yang ada di 

SR. Terus mengirim URL hasil review pekerjaan kita yang sudah 

jadi ke submit completed post. Nanti setelah dua minggu sekali baru 

kita dibayar. Nah kalau seperti ini lewat broker minim kecurangan 

dari ADV. 
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Gambar 4.24 Proses Input URL Hasil Review 

8. Apabila selesai me-review, pihak SR (SponsoredReviews) akan membayar 

publisher dua minggu sekali melalui akun PayPal dan langsung dikirim ke 

rekening bank negara asal yang dimiliki publisher. Seperti yang telah 

dijelaskan Hella: “Nanti setelah dua minggu sekali baru kita dibayar.”
109

 

SponsoredReviews sendiri selaku broker mendapatkan income dari jasa 

menghubungkan advertiser dan publisher. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Pembayaran dari Paypal dikirim ke Bank Mandiri 

Mengenai mekanisme perjanjian dalam proses Indirect Order ini, seperti 

yang telah penulis paparkan di atas bahwasanya kesepakatan atau perjanjian 
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antara tiga pihak yakni publisher, broker dan advertiser terjadi dengan 

kesepakatan baku. Dimana broker sebagai pihak yang mempertemukan antara 

advertiser dan publisher telah memiliki aturan tetap yang tidak dapat ditawar oleh 

pihak advertiser maupun publisher.  CV. Indonesia-Online selaku publisher tidak 

memiliki kewenangan sedikit pun untuk melakukan negosiasi dengan pihak 

broker SponsoredReviews. Bahkan jika terjadi pelanggaran oleh pihak publisher 

maka akun miliknya akan terkena suspend (penutupan akun). Sebagaimana yang 

Hella jelaskan berikut: 

Kesepakatannya secara baku, pihak kami selaku publisher mengikuti alur 

yang ditentukan oleh broker yakni SponsoredReview. Nah disini broker 

sudah membuat Term and Condition atau peraturan yang tidak bisa 

diganggu gugat. Jadi ya tidak ada negosiasi kecuali dalam hal eror kita 

bisa melaporkan kerusakan ke broker saat suspend untuk minta toleransi 

bahwa domain kita masih punya harapan bisa.
110

 

 

Lebih jauh, Agung menjelaskan: 

Perjanjiannya ya sesuai aturan yang sudah dibuat oleh broker jadi ya kita 

ndak bisa tawar menawar harus nurut dengan aturan dari sana. Jadi 

tinggal kita setuju apa ndak dengan semua persyaratan yang diajukkan 

oleh broker. Kalau kita ada pelanggaran seperti web kita mati, tampilan 

artikel ndak keluar mereka sudah bayar biasanya dia akan komplain nah 

kalo nggak kita tanggapi ya akun kita di block atau akun kita ndak bisa 

dapat job, bayarannya dinolkan, di potong seperti itu.
111

 

 

Namun, ada pengecualian apabila terjadi eror pada domain saat proses 

PTR berlangsung. Hella menjelaskan, “Jadi ya tidak ada negosiasi kecuali dalam 

hal eror kita bisa melaporkan kerusakan ke broker saat suspend untuk minta 

toleransi bahwa domain kita masih punya harapan bisa.”
112

 

Pihak broker memberikan kesempatan pada publisher untuk mengirimkan 

surat pemberitahuan dalam kurun waktu 24 jam. Tujuannya ialah meminta 
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keringanan melalui email supaya akun milik publisher tidak terkena suspend 

seperti yang tertera dibawah ini.  

Contoh Naskah Penyelesaian Konflik dalam SponsoredReviews.com
113

 

 

 

Kedua, Direct Order adalah mekanisme PTR yang tidak melibatkan 

broker atau agen iklan melainkan dua pihak saja yakni publisher dan advertiser. 

Melalui Direct Order, advertiser dapat melakukan perjanjian langsung dengan 

publisher yang biasanya dilakukan melalui percakapan email. Lebih jauh Agung 

menjelaskan: 

Disini pihak CV menghubungi atau mencari advertiser. Lebih enak kalau 

sudah langganan ndak perlu cari-cari dia hubungi kita. Kalau sudah nanti 

kita chat via email kita perjanjian manual ndak ada perjanjian khusus 

hitam di atas putih. Jadi hanya negosiasi non formal. Ya seperti 

kebiasaan secara umum aja karena sudah tahu sama tahu. Karena dia 

sudah tau kualitas website kita seperti apa dan biasanya mereka bayar di 

depan. Baru setelah itu terjadi negosiasi via email dengan advertiser.  

Tapi sama dengan Indirect Order kita sama-sama pakai identitas palsu 

atau fake name.
114

 

 

Kelebihan dari sistem Direct Order ini adalah memudahkan dua pihak 

bersama-sama melakukan perjanjian kesepakatan yang akan di capai dalam PTR 

tanpa terikat aturan broker. Kedua belah pihak dapat dengan leluasa melakukan 

negosiasi terkait harga upah, jangka waktu pembayaran dan konten tulisan yang 

diinginkan. Selain itu, apabila terjadi wanprestasi, pihaknya dapat langsung 

menagih pada advertiser yang bersangkutan. Sedangkan kelemahan dari sistem 

Direct Order ini adalah rentan terjadi wanprestasi karena tidak ada perjanjian 
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mengikat antara dua pihak sebab hanya dilandasi rasa saling percaya satu sama 

lain. Tanpa ada agreement letter atau perjanjian formal hitam di atas putih. 

Sepertihalnya yang telah Agung Wahyu Wibowo jelaskan: 

Bisa tawar menawar aturan dan harga dengan client juga. Pokoknya 

sama-sama mengajukan prestasi dan ndak pakai agreement letter. Ya 

perjanjiannya mengikuti kebiasaan saja. Kami pakai kaidah umum, tapi 

ya ada justifikasi nya ada kesepakatannya karena itu masing-masing 

personal kan tidak berhadapan dengan sistem corporate.
115

  

 

Mekanisme PTR Direct Order tidak jauh berbeda dengan Indirect Order, 

hanya saja yang membedakan adalah pihak publisher tidak perlu mendaftar 

kepada situs broker SponsoredReviews melainkan menghubungi langsung 

advertiser via email atau forum-forum sosial media seperti kaskus. Sebaliknya, 

tidak jarang advertiser yang sudah menjadi client tetap CV. Indonesia-Online 

menghubungi langsung publisher-nya apabila ada produk atau event mereka yang 

ingin diiklankan.  

Mekanisme sederhana perjanjian Paid To Review dengan sistem direct 

order yang telah dijelaskan oleh Rizkhi Ema Afianzah adalah sebagai berikut. 

1. Publisher yang telah memiliki domain mempromosikan website miliknya ke 

forum online seperti kaskus. Rizkhi menjelaskan bahwa: 

Publisher yang sudah punya domain mengiklankan webnya ke forum 

online seperti kaskus kemudian ditawarkan website kita gimana 

sesuai statistik website pada umumnya nggak. Kalau statistik tinggi 

ya harganya tinggi. Nah di forum itu kita mencantumkan kontak dan 

email.
116

 

 

2. Pada saat menawarkan websitenya, publisher harus mencantumkan kontak dan 

email. Lebih jauh Rizkhi menjelaskan: 
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Nah di forum itu kita mencantumkan kontak dan email. Secara 

langsung advertiser akan menilai dan mengirim email ke kontak kita 

jika mereka minat untuk pasang iklan di web kita. Baru setelah itu 

terjadi negosiasi via email dengan advertiser. Tapi sama dengan 

Indirect Order kita sama-sama pakai identitas palsu atau fake 

name.
117

 

 

3. Kemudian akan terjadi proses negosiasi via email dengan advertiser terkait 

tawar-menawar harga, jangka waktu pembayaran, sistem pembayaran diawal 

atau diakhir dan sebagainya. Terkait negosiasi, Rizkhi menjelaskan bahwa: 

Secara langsung advertiser akan menilai dan mengirim email ke 

kontak kita jika mereka minat untuk pasang iklan di web kita. Baru 

setelah itu terjadi negosiasi via email dengan advertiser. Tapi sama 

dengan Indirect Order kita sama-sama pakai identitas palsu atau fake 

name.
118

 

 

4. Setelah terjadi kesepakatan publisher akan mengerjakan review dan menerima 

upah yang dibayarkan melalui PayPal. Besarnya upah sesuai kesepakatan 

dalam perjanjian awal dengan advertiser tanpa potongan seperti yang ada pada 

sistem Indirect Order. Lebih jauh Rizkhi memaparkan bahwasanya: 

Kalau sudah ada kesepakatan kita publisher mengerjakan review 

iklan entah itu iklan dengan kategori education, fashion, health dan 

sebagainya asal tidak melanggar aturan islam. Setelah done hasil 

review kita publish di website atau blog kita. Pembayaran DO ini 

berkisar antara 10$ sampai 20$.
119

 

Berikut penulis paparkan salah satu contoh proses terjadinya perjanjian 

antara publisher CV. Indonesia-Online dengan identitas fake name (palsu) 

bernama Bowo Agung dan advertiser bernama Sabrina dalam sistem Paid To 

Review melalui Direct Order.   

1. Sabrina selaku advertiser menghubungi tim CV. Indonesia-Online melalui 

email. Pihaknya mengutarakan bahwa perusahaan miliknya dipercaya 
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mewakili pelayanan perbaikan atap dan rumah. Mereka berminat membayar 

satu halaman kosong di situs miliknya yakni nmamuseumstore.com. 

Perusahaan Sabrina ingin memudahkan klien  dengan menyebutkan klien 

mereka di situs milik CV. Indonesia-Online. Pihaknya akan membayar 

melalui PayPal setelah adanya kesepakatan dua pihak dan menunggu balasan 

dari publisher CV. Indonesia-Online. 

2. Pihak CV. Indonesia-Online membalas dan memastikan bahwa perusahaan 

Sabrina dapat bergabung di halaman situs miliknya. Kemudian pihak 

publisher menawarkan harga regular sebesar 15$ per posting dan untuk harga 

postingan dengan tingkat kesulitan lebih meminta harga 20$ per posting. 

Pihak publisher meyakinkan akan segera mengerjakan review yang mereka 

inginkan. Kemudian menunggu balasan dari Sabrina sebagai tanda 

persetujuan. 

3. Sabrina membalas chat terakhir publisher dan menawar harga yang 

ditawarkan CV. Indonesia-Online dari 15$ per posting menjadi 10 $ per 

posting. Sabrina juga menanyakan apakah publisher memiliki situs lain. Jika 

iya, pihaknya meminta publisher untuk mengirim beberapa alamat situs 

miliknya dan hendak memastikan jika perusahaan Sabrina dapat menempatkan 

iklan di situs-situs tersebut. 

4. Tim dari CV. Indonesia-Online selaku publisher menyampaikan 

persetujuannya atas kesepakatan yang telah diajukan Sabrina dan meminta nya 

mengirim konten dari artikel yang ingin meraka iklankan. 
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5. Sabrina mengirimkan konten artikel yang perusahaannya inginkan untuk di-

review publisher. 

6. Publisher selesai me-review kemudian memberikan hasilnya melalui alamat 

situs dan meminta Sabrina untuk memeriksa hasilnya. 

7. Sabrina mengungkapkan rasa puas atas hasil review dari tim CV. Indonesia-

Online. Sabrina meminta publisher mengirim email berisi informasi akun 

PayPal CV. Indonesia-Online karena pihaknya akan segera melakukan 

pembayaran. Sabrina juga meminta publisher mengirim beberapa situs terbaru 

milik CV. Indonesia-Online. 

8. Tim dari CV. Indonesia-Online mengirimkan alamat email miliknya yang 

berisi informasi akun PayPal. Sekaligus menandakan berakhirnya perjanjian 

karena dua pihak masing-masing telah melaksanakan prestasi. 

 

D. Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Paid To Review 

antara Broker, Publisher, dan Advertiser pada CV. Indonesia-

Online  

Pada pembahasan ini, penulis akan menganalisis perjanjian Paid To 

Review antara broker, publisher dan advertiser yang dilakukan oleh CV. 

Indonesia-Online menurut tinjauan Hukum Perdata. Hukum perdata yang 

dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Buku III 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.  

Perajanjian Indirect Order maupun Direct Order dalam sistem PTR 

(Paid To Review) berkaitan erat dengan ketentuan yang ada dalam hukum 



96 

 

 

 

perjanjian. Di dalam KUH Perdata Pasal 1313 menyatakan bahwa “Suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang lain atau lebih.” Sebagai implementasi atas suatu perjanjian 

secara e-commerce, kedua perjanjian ini juga dapat dikategorikan sebagai suatu 

bentuk perjanjian. Karena, dalam perjanjian PTR ini telah memenuhi syarat yang 

dimaksudkan Pasal 1313 KUH Perdata yakni dapat dikatakan perjanjian apabila 

melibatkan paling sedikit dua orang untuk mengikatkan dirinya dalam suatu 

perjanjian. Meskipun dalam paraktiknya bentuk perjanjian dalam PTR ini sedikit 

berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Hal ini dikarenakan antara broker, 

publisher, maupun advertiser tidak saling bertemu atau bahkan tidak saling 

mengenal, karena tiga pihak tersebut bertransaksi secara digital dalam dunia maya 

atau virtual. 

Perjanjian yang terjadi di antara dua pihak baik antara broker dengan 

publisher maupun publisher dengan advertiser memiliki kekuatan mengikat bagi 

para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat pada Pasal 1338 Ayat (1) yang berbunyi “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.”
120

 Kemudian, pada Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi 

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat 

para pihak.”
121

 Sehingga, bagaimanapun bentuk perjanjian dalam sistem Paid To 

Review tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Sebab memiliki 
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kekuatan mengikat, para pihak harus melaksanakan prestasi sesuai tanggung 

jawab masing-masing.  

Sistem pengaturan hukum perikatan atau perjanjian adalah bersistem 

terbuka. Artinya bahwa setiap orang berhak dan bebas melakukan perjanjian, 

baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini 

dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 

1) membuat atau tidak membuat perjanjian; 

2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; 

4) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
122

 

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah 

hukum mengatur artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat 

dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kesepakatan aturan khusus dalam 

perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah hukum semacam itu disebut 

dengan istilah hukum pelengkap (optional law atau aanvullendrecht).
123

 Oleh 

karena itu, bagi para pihak dalam transaksi PTR diberikan kebebasan untuk 

melakukan perjanjian dengan pihak mana pun serta menentukan isi perjanjian dan 

bentuk perjanjian yang mereka kehendaki.   
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Walaupun tidak ditentukan suatu format baku di dalam perundang-

undangan, dalam praktek biasanya penulisan kontrak bisnis mengikuti suatu pola 

umum yang merupakan anatomi dari sebuah kontrak, sebagai berikut:
124

 

1. Judul Perjanjian 

Dalam perjanjian PTR secara Indirect Order, broker SponsoredReviews 

menggunakan judul SponsoredReviews User Agreement pada halaman awal 

pendaftaran. Judul ini sudah sesuai sebab menjelaskan ketentuan yang berlaku 

bagi user dari situs SponsoredReviews. 

2. Kepala Akta Perjanjian 

Kepala akta biasanya berisi tempat dan waktu dilaksanakannya perjanjian. 

Dalam perjanjian PTR secara Indirect Order tidak ditemukan adanya kepala 

akta sebab perjanjian Paid To Review terjadi melalui dunia maya (internet). 

Hanya saja setelah terjadi kesepakatan dan calon user diterima pendaftaran 

akun miliknya oleh broker, pihaknya akan mendapat email pemberitahuan dan 

disana akan tercantum tanggal terjadinya kesepakatan tersebut. 

3. Komparisi  

Pada bagian komparisi ini, disebutkan identitas dari para pihak. Perjanjian 

PTR secara Indirect Order pada awal pendaftaran publisher maupun 

advertiser selaku user diharuskan untuk memasukkan identitas miliknya 

meliputi nama lengkap, nama perusahaan, nomor telepon, alamat domisili, 

alamat email dan akun PayPal yang dimiliki. 

4. Sebab (Premisse) 
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Premisse adalah keterangan pendahuluan dari para pihak mengenai latar 

belakang diadakannya suatu perjanjian. Dalam perjanjian PTR secara Indirect 

Order tidak ditemukan adanya premisse.  

5. Isi Perjanjian (Syarat-Syarat) 

Pada bagian isi perjanjian, harus disebutkan syarat dan ketentuan yang 

disetujui para pihak dalam bentuk pasal-pasal. Dalam perjanjian PTR secara 

Indirect Order, broker telah membuat beberapa peraturan dan syarat bagi 

advertiser dan broker yang sifatnya mengikat dalam menjalankan transaksi 

PTR. Hal ini dapat kita lihat pada halaman Terms and Conditions dan 

Bloggers Rules and Policies yang ada pada situs SponsoredReviews.com. 

Namun, penulis tidak menemukan syarat dan ketentuan tersebut dalam bentuk 

pasal melainkan dijelaskan dalam bentuk poin-poin saja.   

6. Penutup Akta 

Bagian ini meliputi kapan dan dimana perjanjian itu dibuat dan ditanda-

tangani, kapan perjanjian mulai berlaku serta dibuat dalam rangkap berapa. 

Sebab, perjanjian PTR ini dilakukan secara online maka tidak ditemukan 

adanya keterangan perjanjian dengan berapa rangkap dan tanda tangan 

sepertihalnya tanda tangan pada akta perjanjian umumnya. Dalam pembuatan 

perjanjian secara online, biasa dikenal dengan tanda tangan elektronik. 

Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 

atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan 

informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. Meskipun demikian, dapat diketahui perjanjian mulai berlaku bagi 
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para pihak dalam PTR secara Indirect Order sejak publisher dan advertiser 

memberikan persetujuan atas segala persyaratan yang diajukan broker dengan 

mencentang kolom centang pada halaman persetujuan.  

Sedangkan dalam perjanjian PTR melalui Direct Order sama sekali tidak 

menggunakan format anatomi kontrak seperti di atas, sebab perjanjian dilakukan 

secara lazim melalui percakapan dengan email.  

Pada dasarnya, tidak ada format baku atau standar tertentu yang 

ditentukan dalam pembuatan suatu perjanjian/kontrak karena Indonesia menganut 

asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun, pembuatan 

perjanjian tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu 

perjanjian atau perikatan diperlukan syarat-syarat. Bunyi dari Pasal 1320 KUH 

Perdata yakni
125

 “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat 

syarat: 

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal.” 

Syarat-syarat tersebut memiliki persamaan dengan yang ada pada PP 

Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaski Elektronik seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Persamaan Syarat Sah Perjanjian  

 

Pasal 1320 KUH Perdata Pasal 47 Ayat (2) PP Nomor 82 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik 

Supaya terjadi persetujuan yang 

sah, perlu dipenuhi empat syarat: 

1. kesepakatan mereka yang 

mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat 

suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal. 

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: 

a. terdapat kesepakatan para pihak; 

b. dilakukan oleh subjek hukum yang 

cakap atau yang berwenang mewakili 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. terdapat hal tertentu; dan 

d. objek transaksi tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, kesusilaan, dan 

ketertiban umum. 

 

 

 

 

 

1. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Kesepakatan Para 

Pihak  

Syarat pertama, kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya oleh 

CV. Indonesia-Online sudah terpenuhi karena pada saat awal melakukan transaksi 

PTR pihaknya melakukan kesepakatan dengan pihak broker saat mendaftar pada 

sistem broker (SopnseoredReviews.com). Kesepakatan atau kerelaan para pihak 

dapat dilihat saat publisher mendaftarkan diri dan menyetujui isi dari Terms and 

Conditions yang ada pada halaman registrasi dengan cara checklist () atau 

mencentangnya. Kemudian, dengan pihak advertiser dalam Direct Order 

kesepakatan tercapai melalui percakapan menggunakan email.
126

 Mengacu pada 

teori ucapan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima 
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Rizkhi Ema Afianzah, wawancara (Malang, 22 Juli 2016). 
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penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
127

 Pengertian 

sepakat disini digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara 

para pihak. Baik pernyataan penawaran dari publisher dan broker maupun 

penerimaan dari advertiser.  Selain itu, asas konsensualisme menyatakan bahwa 

perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan 

adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Maka perjanjian non formal dalam 

sistem Direct Order yang dilakukan publisher dan advertiser adalah sesuatu yang 

diperbolehkan.  

Hasil Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan 

Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 

19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan 

nasional. Salah satunya adalah kebiasaan. Asas ini dipandang sebagai bagian dari 

perjanjian. Suatu pejanjian tidak hanya mengikat untuk apa secara tegas diatur, 

akan tetapi juga hal hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
128

 Sepertihalnya 

yang dilakukan publisher dan advertiser yang melakukan kesepakatan dengan 

percakapan melalui email hal tersebut adalah sesuatu yang lazim diikuti dalam 

sistem Direct Order PTR sesuai dengan keterangan informan yakni Agung 

Wahyu Wibowo.
129

 Sehingga, sifatnya tetap mengikat bagi para pihak seperti 

yang dimaksudkan dalam asas pacta sunt servanda bahwa setiap perjanjian yang 

diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan sakral dan mengikat. Mengenai 

isi dari perjanjian, para pihak dalam melakukan kesepakatan saling memahami 

perjanjian seperti apa yang hendak mereka capai.  
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Salim HS, Pengantar Hukum, h. 162. 
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Selain mengatur tentang perihal penerimaan dan penawaran, dalam 

kesepakatan harus ditentukan mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi 

sengketa dalam transaksi PTR baik secara Direct Order maupun Indirect Order. 

Penyelesaian sengketa ini meliputi: 

a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri 

dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak 

tersebut. 

b. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri 

dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi 

sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut. 

c. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak 

melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut. 

Pihak SponsoredReviews telah menentukan dalam perjanjian bahwa 

apabila terjadi permasalahan dalam transaksi Paid To Review, maka diselesaikan 

oleh arbiter independen di bawah Prosedur Penyelesaian Sengketa Komersial dan 

Prosedur Tambahan untuk Sengketa Konsumen dari American Arbitration 

Association. Hukum yang digunakan adalah hukum negara Arizona. Sedangkan 

dalam sistem Direct Order para pihak tidak menentukan bagaimana penyelesaian 

sengketa. Hal ini tentunya mempersulit proses penyelesaian sengketa sebab tidak 

di sepakati sejak awal perjanjian. 

2. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Kecakapan Para 

Pihak  

Syarat kedua, para pihak dinyatakan cakap yakni seseorang yang cakap 

dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa 



104 

 

 

 

(Pasal 1329 KUH Perdata). Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan 

atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum 

adalah: (1) anak dibawah umur (minderjarigheid), (2) orang yang ditaruh di 

bawah pengampuan, dan (3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Tetapi, dalam 

perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.
130

 

Menurut informasi yang penulis dapatkan saat proses penelitian, Agung Wahyu 

Wibowo dan staf PTR yakni Hella Yoviola Rosandra, Nur Hidayati, Rizkhi Ema 

Afianzah, keempatnya telah berumur lebih dari 21 tahun. Namun, menurut 

Rizkhi
131

 dan Hella
132

 pihak advertiser dalam Indirect Order selalu 

menggunakan identitas palsu (fake name) sehingga penulis tidak mengetahui 

betul apakah advertiser (ADV) dari CV. Indonesia-Online termasuk cakap 

hukum atukah tidak dan apakah ADV berada pada posisi di bawah pengampuan 

ataukah tidak. Namun, dari hasil wawancara pada praktiknya advertiser dengan 

identitas palsunya terlihat sudah cukup dewasa dalam melakukan transaksi PTR 

meskipun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar. Sehingga, dibutuhkan 

kesadaran dari pihak publisher CV. Indonesia-Online maupun advertiser agar 

dalam melakukan transaksi PTR menggunakan identitas asli. Apabila terjadi 

sesuatu dalam proses transaksi PTR lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa. 

Meskipun dalam praktiknya keaslian kecakapan advertiser tidak sesuai 

kenyataannya bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah karena apabila terdapat 

kesalahan dikemudian hari maka dapat dimintakan pembatalan atau dapat 
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Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), h. 165. 
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dibatalkan. Sehingga, selama tidak dipermasalahkan para pihak yang bersepakat, 

maka perjanjian masih tetap bisa berjalan. Hal ini dikarenakan syarat subjektif 

tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan 

apabila dikehendaki para pihak. Menurut advertiser Muhammad Jordan
133

, 

menggunakan fake name sebagai identitas dalam transaksi Direct Order adalah 

sesuatu yang lazim karena yang terpenting bagi advertiser adalah hasil kerja. 

Sehingga, syarat sahnya perjanjian kedua ini telah dipenuhi oleh CV. Indonesia-

Online.   

Konsekuensi yuridis bagi pihak advertiser sebagai klien yang tidak 

cakap hukum dalam transaksi Paid To Review adalah: 

a. Menurut Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata juncto Pasal 1331 ayat (1) KUH 

Perdata, jika advertiser adalah anak yang belum dewasa, maka perjanjian 

tersebut batal demi hukum atas permintaan dari anak yang belum dewasa, 

semata-mata karena alasan kebelumdewasaanya. Begitu pula advertiser yang 

ternyata berada di bawah pengampuan maka perjanjian menjadi batal demi 

hukum. 

b. Menurut Pasal 1446 ayat (2) KUH Perdata juncto Pasal 1331 ayat (1) KUH 

Perdata, apabila advertiser adalah anak dibawah umur yang telah 

mendapatkan status disamakan dengan orang dewasa maka perjanjian tersebut 

tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas 

kekuasaan mereka. 
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c. Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa terhadap perjanjian yang dibuat 

oleh orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan 

tertentu seperti yang tertera di atas, maka advertiser maupun publisher dapat 

menuntut pembatalan kontrak tersebut kecuali ditentukan lain oleh undang-

undang. 

3. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Suatu Hal Tertentu  

Syarat ketiga, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini mengacu pada 

objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Menurut ketentuan KUH 

Perdata dalam Pasal 1332, “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokok persetujuan.” Sedangkan menurut Pasal 1333 menyatakan 

bahwa, “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang 

sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.  

Perjanjian Direct Order dan Indirect Order dalam sistem Paid To 

Review telah ditentukan dengan jelas jenis objek yang ditawarkan yakni pekerjaan 

jasa me-review iklan. Di lain pihak publisher juga memiliki kebebasan untuk 

memilih berbagai jenis kategori iklan dari advertiser yang ingin mereka review. 

Namun, objek dalam PTR sendiri bukanlah dalam bentuk barang yang dapat 

diperdagangkan maupun ditentukan jenisnya. Melainkan dalam bentuk jasa 

membuat konten iklan semenarik mungkin. Mengacu pada Pasal 1332 dan Pasal 

1333 KUH Perdata, istilah benda sendiri pengertiannya masih bersifat abstrak 

karena tidak hanya meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. 

Barang memiliki arti yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud 

artinya dapat diraba dan dilihat. Sedangkan jasa melakukan suatu pekerjaan 
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menunjukkan pada pengertian benda tak berwujud sepertihalnya me-review iklan 

yang dilakukan publisher CV. Indonesia-Online. Salim HS berpendapat yang 

menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa 

yang menjadi kewajiban para pihak.
134

 Prestasi dalam Pasal 1234 KUH Perdata 

terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, (3) tidak berbuat 

sesuatu.  

Menurut Agung
135

, ada beberapa prestasi yang harus di penuhi CV. 

Indonesia-Online dalam PTR yakni, memposting dan me-review iklan, 

memastikan situs miliknya tetap online, tidak terkena virus, dan tidak di hack oleh 

pihak lain, memastikan review sesuai dengan keinginan client serta meningkatan 

kualitas dan melihat parameter pasar kemudian bagi advertiser membayar biaya 

review tepat waktu.
136

 Prestasi bagi pihak advertiser adalah melakukan 

pembayaran review tepat waktu dan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat 

bersama publisher. Beberapa hal di atas merupakan bentuk prestasi atau pokok 

dari perjanjian itu sendiri. Sebab para pihak telah melaksanakan pretasinya 

masing-masing maka perjanjian dapat dikatakan sah selama syarat subjektif dan 

objektif terpenuhi. Sehingga, syarat ketiga ini telah dipenuhi oleh para pihak 

dalam PTR maka perjanjian dianggap sah secara hukum. Namun, dalam beberapa 

kasus salah satu pihak (advertiser) melakukan wanprestasi maka syarat objektif 

tidak terpenuhi dan perjanjian PTR secara Direct Order dapat dikatakan tidak sah 

secara hukum. Namun dengan terjadinya wanprestasi tidak mengakibatkan 

putusnya perjanjian kecuali hakim di pengadilan memutuskan bahwa perjanjian 
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batal demi hukum. Perjanjian tetap ada dan pihak CV. Indonesia-Online berhak 

menagih pembayaran maupun ganti rugi terhadap advertiser.   

4. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Kausa yang Halal  

Syarat Keempat, suatu sebab yang halal. Sebab tersebut merupakan 

sebab yang halal yang berarti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak 

menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1320 

KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (orzaak).
137

  

Penulis mengambil data informasi tentang broker dalam sistem Indirect 

Order secara digital melalui website broker yakni SponsoredReviews.com. 

Berikut adalah norma atau peraturan bagi publisher selaku pemilik blog atau 

website yang telah ditetapkan oleh SponsoredReviews yang harus disepakati oleh 

pihak publisher.
138

 

a. Blog publisher harus berusia minimal 3 bulan dan ter-index di mesin pencari 

google. 

b. Blog publisher harus memiliki minimal 10 backlink, analisis backlink yang 

diverifikasi melalui Majestic SEO. 

c. Blog publisher harus berisi minimal 10 posting diarsipkan dengan minimal 

3000 jumlah kata gabungan dari seluruh artikel. 

d. Tulisan harus dipersiapkan secara permanen seperti posting lain di blog 

publisher pada umumnya. Publisher tidak diizinkan untuk menghapusnya. 
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e. Semua posting harus berisi konten yang unik. Publisher tidak diizinkan 

menyalin posting dari situs lain atau menggunakan domain publik atau materi 

ber hak cipta pada setiap postingan. 

f. Blog publisher harus menulis konten artikel dengan Bahasa Inggris. 

g. Pihak SponsoredReviews berhak menolak blog yang berisi terlalu banyak 

kekacauan visual. Publisher dibebaskan menggunakan iklan, spanduk dan lain 

sebagainya. Namun, jika konten tersebut terlalu memenuhi blog publisher 

melebihi esensi dari artikel advertiser,  Sponsoredreviews dapat menolak blog 

tersebut. 

h. Selesai mem-posting, konten harus diarsipkan secara permanen selama satu 

tahun. 

i. SponsoredReviews melarang adanya konten yang mengandung kata-kata 

kasar, menghina atau komentar kebencian maka tidak akan ditoleransi. 

j. Publisher tidak diperkenankan untuk menggunakan link dengan menandai 

advertiser kecuali diminta oleh advertiser. 

Berikut adalah norma atau peraturan secara umum yang diberlakukan 

broker SponsoredReviews bagi publisher dan advertiser.
139

 

a. Peraturan Menjadi Anggota  

Untuk menjadi Anggota atau menggunakan Situs ini, Anda harus berusia 

minimal 18 tahun dan hanya dapat menggunakan situs dan program untuk 

tujuan yang sah. Anda tidak dapat menggunakan robot, atau alat otomatis lain 

untuk mengakses situs atau program untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis 
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kami. Kami mungkin mengambil upaya hukum dan teknis untuk mencegah 

pelanggaran ketentuan ini.  

b. Perubahan Perjanjian 

Perjanjian ini mengatur hubungan antara blogger dan advertiser dengan kami. 

Dalam kebijaksanaan kami, kami dapat mengubah perjanjian ini secara 

keseluruhan atau sebagian, setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan 

kepada anda. Jika Anda tidak setuju dengan perubahan erjanjian ini, anda  

dapat menghentikan penggunaan situs tersebut. Kami menyarankan anda 

mencetak atau menyalin informasi yang telah disimpan melalui program 

sebelum membatalkan.  

c. Perubahan Program 

Informasi tentang program baru akan dibagikan melalui situs, dan penggunaan 

program baru akan diatur oleh persetujuan ini. 

d. Bonus & Imbalan Lain 

Kami secara berkala menawarkan bonus, kupon, atau imbalan lainnya pada 

program situs ini. Untuk memenuhi syarat bonus dan kupon tersebut, anggota 

harus mempertahankan akun aktif. Semua bonus dan kuponberakhir enam 

puluh (60) hari setelah tanggal penerbitan daripadanya. 

 

e. Pemeliharaan Akun Aktif 

Dalam rangka mempertahankan akun aktif, blogger dan advertiser harus 

memberikan informasi jika terdapat perubahan alamat email yang valid, 

alamat surat valid, nama pertama dan terakhir, dan sandi untuk melindungi 



111 

 

 

 

akun anda. Selain itu, untuk menjaga akun aktif, (1) setiap advertiser harus 

login ke situs dalam waktu enam (6) bulan terakhir berturut-turut, (2) dan 

masing-masing blogger atau publisher dalam posting blog harus memiliki 

sponsor dan telah dibayar sesuai dengan salah satu program selama enam (6) 

bulan terakhir berturut-turut. 

f. Advertiser 

Setiap advertiser harus meninjau layanan blogger lain yang disediakan 

melalui program untuk memastikan persyaratan advertiser telah dipenuhi. 

Kami tidak akan mengambil tindakan apapun sehubungan dengan layanan 

blogger, kecuali advertiser memiliki tiket dukungan lengkap dalam waktu 

tujuh (7) hari. Jika tiket dukungan tepat waktu disampaikan, kami akan 

meninjau masalah ini dan, jika kita menentukan dalam kebijakan bahwa 

tindakan lebih lanjut diperlukan, kami akan berusaha untuk menghubungi 

blogger. 

g. Blogger/Publisher 

Blogger dilarang menghubungi advertiser di luar program Paid ToReview dan  

atau situs. Kami dapat menolak pembayaran ke salah satu blogger jika posting 

atau layanan lain yang disediakan oleh blogger tidak memenuhi persyaratan 

kami atau persyaratan dari advertiser.  

h. Jaminan untuk Advertiser atau Blogger 

Anda setuju bahwa kami bukan wakil dari setiap blogger atau advertiser dan 

bahwa orang atau badan tersebut tidak berada di bawah kendali kami. 

Dengan demikian, kita tidak mewakili atau memberikan jaminan apapun, 
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terhadap pembayaran yang dilakukan advertiser. Kami tidak menanggung 

semua risiko yang terkait dengan konten oleh advertiser atau blogger. 

i. Pemutusan 

Selain menonaktifkan akun anda untuk alasan lain yang ditetapkan di sini, kita 

dapat mengakhiri dan / atau menangguhkan penggunaan situs tanpa 

pemberitahuan jika telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini atau 

kebijakan dan ketentuan lain yang diposting di situs kami. 

j. Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa 

Anda setuju bahwa hukum Negara Bagian Amerika Serikat yakni Arizona  

yang mengatur perjanjian ini. Anda selanjutnya setuju bahwa setiap sengketa 

atau klaim yang mungkin anda miliki terhadap kami akan diselesaikan oleh 

arbiter independen dan imparsial tunggal di bawah Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Komersial dan Prosedur Tambahan untuk Sengketa Konsumen 

Terkait dari American Arbitration Association. Sekalipun demikian, kami 

berhak untuk mengejar perlindungan hak kekayaan intelektual dan informasi 

rahasia dan menghentikan kegiatan ilegal lainnya melalui ganti rugi atau 

penggantian yang setara lainnya melalui pengadilan.  

k. Konten  

Semua konten yang tersedia pada situs atau program kami dilindungi oleh hak 

cipta, merek dagang, paten, dan undang-undang rahasia dagang, hak 

kepemilikan lainnya, dan perjanjian internasional, dan juga mungkin memiliki 

komponen keamanan yang melindungi informasi digital. 
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l. Keseluruhan Perjanjian 

Perjanjian ini setiap persyaratan tambahan, kebijakan, aturan dan pedoman 

akan diposting pada situs dan program kami. Hal ini merupakan keseluruhan 

perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan semua perjanjian tertulis 

atau lisan sebelumnya.  

m. Prosedur untuk Membuat Klaim bawah DMCA 

Apabila telah terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga melalui internet, Digital 

Millennium Copyright Act (DMCA) memberikan bantuan kepada pemilik hak 

cipta yang berada di bawah naungan Amerika Serikat Copyright Act. Jika anda 

yakin pekerjaan anda berhak cipta telah disalin tanpa otorisasi dan merupakan 

pelanggaran hak cipta, anda dapat memberikan pemberitahuan klaim anda 

kepada badan yang kami tunjuk. 

Beberapa norma atau peraturan yang diberlakukan oleh pihak broker 

SponsoredReviews di atas menunjukkan adanya perjanjian yang dapat dibaca 

secara langsung oleh pihak publisher CV. Indonesia-Online maupun pihak 

advertiser. Maka, publisher maupun advertiser yang berasal dari Indonesia 

khususnya dapat mengetahui apakah isi dari perjanjian tersebut menyimpang 

ataukah tidak dari ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan dan 

ketertiban umum. Hasil wawancara dengan Hella
140

 bahwa pihaknya selaku 

publisher telah memahami isi dari peraturan yang ditetapkan oleh 

SponsoredReviews dan sejauh ini tidak ada yang menurutnya menayalahi 

peraturan pemerintah Indonesia karena peraturan tersebut hanya meliputi 
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ketentuan dalam hal identitas, pengelolaan website, penerimaan job dan 

pendaftaran akun saja. Sehingga, menurut peneliti, sejauh ini aturan yang 

diberlakukan oleh pihak broker tidaklah menyalahi peraturan perundang-

undangan yang ada.  

Sedangkan isi dari perjanjian dalam sistem Direct Order menurut 

Agung
141

 dan Jordan
142

 pihak publisher dan advertiser kedua pihak masing-

masing mengajukan prestasi yang ingin mereka capai. Perjanjian ini mengikuti 

kebiasaan pada umumnya dan tidak menggunakan agreement letter hitam di atas 

putih. Sebagaimana penulis tunjukkan pada bab sebelumnya terkait contoh 

perjanjian Direct Order, antara publisher CV. Indonesia-Online maupun 

advertiser Sabrina melakukan kesepakatan secara umum dan tidak ada unsur-

unsur yang melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini 

diperkuat dengan keterangan dari Agung
143

 selaku publisher bahwa dalam 

perjanjian pihaknya mempertimbangkan banyak hal agar tidak keluar dari 

peraturan yang ada di Indonesia. Salah satunya pihak publisher sendiri telah 

memiliki aturan dalam perjanjian misalnya dalam proses bidding atau penawaran 

job review pihaknya akan memilih konten yang tidak melanggar unsur sara 

ataupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga, perjanjian yang ada 

pada sistem Indirect Order maupun Direct Order antara CV. Indonesia-Online 

dan advertiser serta broker dapat diakui kebenarannya dan dapat diterima secara 

hukum yang berlaku di Indonesia. 
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Sebab empat syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi maka perjanjian 

Paid To Review pada CV. Indonesia-Online secara Indirect Order dapat 

dikategorikan sebagai perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata.  

Salah satu asas dalam hukum perjanjian yakni asas itikad baik 

menghendaki para pihak secara subjektif melakukan kesepakatan yang sah 

dengan berlandaskan kejujuran. Itikad baik dalam pengertian objektif adalah 

kepatutan dari isi perjanjian itu sendiri. Hal ini sesuai yang termaktub dalam 

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menghendaki bahwa suatu perjanjian 

dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan 

dan kesusilaan.
144

 Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mensyaratkan bahwa: 

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan 

berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan 

kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”
145

 

Itikad baik sesuai KUH Perdata dan UU ITE secara subjektif telah 

ditunjukkan oleh Agung Wahyu Wibowo, selaku publisher yang telah 

melaksanakan transaksi dengan advertiser maupun broker dengan berlandaskan 

asas itikad baik. Agung menjelaskan bahwa pihaknya memiliki niat awal 

berbisnis dengan baik, jujur dan sangat menghindari unsur-unsur penipuan.
146

 

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan Jordan
147

 melalui email, pihaknya 
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Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce, h. 86. 
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sangat puas selama empat tahun ini bekerjasama dengan CV. Indonesia-Online. 

Sebab, CV. Indonesia-Online memiliki kinerja yang cukup baik dan belum 

pernah melakukan wanprestasi. Pihak broker SpnsoredReviews sendiri juga telah 

menunjukkan itikad baik dengan memberikan informasi secara jelas mengenai 

mekanisme Paid To Review yang ada di situs SpnsoredReviews.com. Hal ini 

bertujuan untuk melindungi hak-hak advertiser maupun publisher yang ingin 

bekerjasama.  

Selama menjalani bisnis Paid To Review ini, publisher telah 

bekerjasama dengan ratusan advertiser dari berbagai negara. Pihak CV. 

Indonesia-Online telah banyak menemukan sifat dan karakteristik yang beragam 

dari klien mereka (advertiser). Sebagian besar memiliki itikad baik dengan 

menjalankan prestasinya dan ada pula beberapa yang tidak menunjukkan itikad 

baik dengan melakukan pelanggaran pembayaran.  Sehingga, beberapa perjanjian 

Paid To Review pada CV. Indonesia-Online secara Direct Order dapat dikatakan 

tidak sah secara Hukum Perdata  karena belum memenuhi standar syarat sahnya 

perjanjian sebab masih ditemukan beberapa kasus wanprestasi oleh pihak 

advertiser.  

Asas itikad baik ini memiliki tujuan agar kedepan dapat menghindari 

kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Apabila terdapat unsur kelalaian 

(ingebreke), seseorang dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.  Dalam 

Bahasa Belanda, wanprestasi berarti sebagian prestasi yang buruk. Ada tiga 

bentuk wanprestasi yakni, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur 
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terlambat memenuhi prestasi, dan debitur memenuhi prestasi dengan tidak 

baik.
148

  

Setelah melakukan wawancara dengan Nur Hidayati
149

, penulis 

menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa advertiser. Pada 

umumnya kasus wanprestasi yang dialami CV. Indonesia-Online adalah 

keterlambatan pembayaran dan tidak membayar biaya review. Pihak advertiser 

telah melakukan kesepakatan harga dan jangka waktu pembayaran. Kemudian 

pihak advertiser melanggar kesepakatan dengan melakukan keterlambatan 

pembayaran hasil review bahkan ada beberapa advertiser yang umumnya dari 

luar negeri ini tidak membayar hingga tidak dapat dihubungi lagi saat dtagih oleh 

CV. Indonesia Online. Menurut hasil wawancara dengan Agung
150

, CV. 

Indonesia-Online mengalami kerugian 10% hingga 15% karena kelalaian 

pembayaran oleh pihak advertiser. Kasus ini tentunya menunjukkan bahwa 

sebagian advertiser memiliki itikad tidak baik dalam melakukan perjanjian. 

Sehingga, telah melanggar ketentuan dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. 

Penulis menemukan dua kasus wanprestasi yang dilakukan advertiser 

bernama Rahul Shukla berasal dari Hindia dan David James berasal dari 

Australia. Kasus pertama antara Earnest Lewis yakni identitas akun Hella selaku 

publisher dari CV. Indonesia Online dengan Rahul Shukla advertiser dari 

Hindia. Berikut kronologi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Rahul. 

a. Earnest Lewis berupaya menagih pembayaran hasil review Rahul sejumlah 

461$.  
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b. Rahul menanyakan bagaimaana pihak publisher menghitung besarnya jumlah 

pembayaran yang harus ia bayar. Rahul mengaku telah melakukan 

pembayaran atas transakasi terdahulu miliknya dan saat ini sisa hutang 

miliknya adalah 2-3 artikel saja. Rahul meminta David melakukan cek ulang 

untuk mengetahui jumlah pastinya. Rahul mengatakan bahwa terakhir 

pihaknya telah membayar kepada publisher sebesar 50$ pada 11 Desember 

2015 dengan identitas transaksi Unique Transaction, 0X140843VW1075207. 

c. Publisher merasa bahwa pihak Rahul belum melakukan pembayaran. 

Kemudian, pihaknya menunjukkan data pembayaran dari PayPal milik Rahul 

sebagai bukti bahwa pihak Rahul belum melunasi pembayaran yang telah 

disepakati sebelumnya. 

d. Dari laporan tersebut diketahui sejak tanggal 17 Desember 2015 pihak Rahul 

selaku advertiser belum melunasi pembayaran. Bahkan lebih dari 3 artikel 

sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh Rahul. Sampai 

data ini didapatkan oleh peneliti, Hella mengaku bahwa hingga saat ini Rahul 

belum melunasi hutang miliknya sebesar 461$. Ketika publisher melakukan 

konfirmasi melalui email Rahul, pihaknya sudah tidak membalas pesan yang 

dikirim publisher. 

Kasus wanprestasi kedua yakni antara advertiser David James berasal 

dari Australia dengan publisher CV. Indonesia-Online Hella dengan akun email 

bernama Gino K. Gentry. Berikut kronologi kasus wanprestasi oleh David James. 

a. Gino K. Gentry selaku publisher menanyakan perihal kapan David selaku 

advertiser akan melakukan pembayaran hasil review miliknya.  
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b. David James membalas email dan memohon maaf pada Gino karena ia 

mengaku bahwa telah di tipu oleh salah satu kliennya. Klien david tidak 

membayar project miliknya. David telah berusaha menghubungi kliennya 

melalui email beberapa kali, tetapi tidak mendapat balasa. David memohon 

kerjasama Gino agar memahami masalahnya. Ia akan mencoba menyicil 

pembayaran jika memungkinkan. 

c. Gino kemudian membalas dan menanyakan kapan tepatnya David akan 

benar-benar membayar hutang miliknya. 

d. David membalas bahwa pihaknya akan berusaha segera menyelesaikan 

sebagian hutang miliknya. Ia mengaku akhir-akhir ini bisnisnya tidak 

berjalan dengan baik dan akan segera memulai bisnis yang baik. Ia memohon 

agar Gino memahami keadaannya. Ia mengaku bahwa dirinya bukanlah 

seorang penipu dan  ia juga bercerita bahwa seseorang telah mencuri uang 

miliknya. Sehingga, itulah yang menjadi alasannya tidak bisa membayar 

hutang. 

e. Gino memahami permasalahan David dan memberikannya keringanan atas 

pembayaran hutang milik David. Gino akan menunggu David membayar 

dengan waktu sesegara mungkin.  

f. Menurut publisher, setelah menunggu pembayaran hutang milik David 

beberapa bulan bahkan hingga saat ini advertiser tersebut tidak melakukan 

pembayaran. Ketika mencoba dihubungi kembali tidak ada jawaban dari 

pihak David James. Penulis mendapatkan data laporan hutang milik david  

sebesar 75$ dari Informan Hella. 
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Transaksi Paid To Review seperti ini meskipun bersifat virtual namun 

dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Oleh 

karena itu, para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam 

KUH Perdata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektonik juga memiliki aturan yang lebih khusus 

mengenai transaksi bisnis secara virtual. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan 

sebab atau kausa yang terlarang yakni, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab 

itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan 

kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”
151

 Perbuatan advertiser Rahul dan 

David dengan tidak melakukan pembayaran atas review yang telah dikerjakan 

oleh CV. Indonesia-Online dapat digolongkan sebagai tindakan wanprestasi. Hal 

ini tentunya sangat merugikan pihak publisher dan termasuk dalam kausa 

terlarang seperti yang termaktub dalam Pasal 1337 KUH Perdata.  

Kerugian karena kelalaian merupakan suatu akibat yang harus dipenuhi 

oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Pasal 1243 KUH Perdata memperincikan 

kerugian (dalam arti luas) ke dalam tiga kategori sebagai berikut: 

a. biaya yakni setiap cost yang harus dibayar oleh pihak yang dirugikan akibat 

wanprestasi, 

b. kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan merosot nilai kekayaan sebagai 

akibat wanprestasi, dan 
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c. bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi 

diperoleh karena adanya wanprestasi.
152

 

Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan “Jika dalam suatu perikatan 

ditentukan bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti kerugian harus 

membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh 

memberikan sesuatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari jumlah itu.”
153

 

Bahwa pasal ini mengatur mengenai suatu perjanjian dengan ancaman hukuman 

bagi para pihak yang melakukan wanprestasi. Mereka harus membayar sejumlah 

uang atau disebut dengan denda untuk membayar penggantian kerugian yang 

diakibatkan perbuatannya. Nilai dari pembayaran itu harus sama sesuai yang 

diperjanjikan dan tidak boleh kurang. Sehingga, menjadi sebuah kewajiban bagi  

advertiser  seperti David dan Rahul untuk membayar ganti rugi atas perbuatan 

wanprestasi yang ia lakukan.  

Para pihak dalam kasus wanprestasi ini berada pada sistem hukum yang 

berbeda. Mengacu pada teori the most characteristic connection, dalam teori ini 

kewajiban pihak yang melakukan suatu prestasi paling kuat menjadi tolak ukur 

penentuan hukum yang akan mengatur perjanjian itu.
154

 Dalam perjanjian PTR 

secara Direct Order ini, dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi paling 

kuat.  

Menurut peneliti, hukum penyedia jasa transaksi Paid To Review lah 

yang harusnya digunakan. Maka dapat ditentukan pihak publisher yang 
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melaksanakan prestasi paling kuat karena kewajibannya mulai dari membuat 

review, menjaga kemanan situs advertising agar tidak terkena virus, dan tidak di 

hack oleh pihak lain, memastikan review sesuai dengan keinginan client serta 

meningkatan kualitas dan melihat parameter pasar. Sehingga, pilihan hukum 

(choice of law) yang harus dijadikan pedoman adalah hukum yang berlaku di 

negara asal publisher yakni hukum perjanjian yang ada di Indonesia.  

Dalam hal adanya permasalahan yang menimbulkan kerugian terhadap 

salah satu pihak dalam perjanjian, Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik menyebutkan “Setiap 

orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem 

elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan 

kerugian.” Sehingga dalam hal timbulnya kerugian, maka pihak publisher yakni 

CV. Indonesia-Online dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang 

dalam hal tersebut. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak 

menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang 

berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
155

 

Penyelesaian akan lebih mudah jika dalam perjanjian Paid To Review telah 

dicantumkan mengenai pengadilan mana yang nantinya akan berwenang dalam 

menyelesaikan sengketa jika kemudian hari terjadi masalah. Seharusnya pihak 

publisher dan advertiser dalam melakukan kesepakatan juga menentukan 

pengadilan atau hukum apa yang hendak mereka gunakan apabila terjadi sengketa 

nantinya sebagaimana yang terdapat pada sistem Indirect Order. Seperti yang 
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terdapat pada PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik dalam Pasal 9 Ayat (3) berikut, kontrak elektronik paling sedikit 

memuat salah satunya “Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.” 

Apabila memilih penyelesaian sengketa dengan jalan non litigasi, maka 

mencantumkan badan alternatif mana yang akan menyelesaikan masalah tersebut. 

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektonik menyebutkan:  

a. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

b. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga 

penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik telah mengatur bagaimana melakukan transaksi melalui media 

informasi elektronik yakni dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). 

i. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem 

Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 

beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 

ii. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap 

Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. 

Untuk mengetahui makna ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UU ITE 

di atas penulis menggunakan metode interpretasi gramatikal yang disebut juga 
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metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang 

paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan 

menguraikannya menurut bahasa. Di sini, arti atau makna ketentuan undang-

undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.
156

 

Pasal 15 Ayat (1) UU ITE di atas mengatur bagi setiap penyelenggara 

sistem elektronik termasuk didalamnya sepertihalnya publisher CV. Indonesia-

Online dan broker SponsoredReviews diharuskan menyelenggarakan sistem 

elektronik dengan andal, aman dan bertanggung jawab.  

Kata “andal” menurut penjelasan UU ITE yakni sistem elektronik 

memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Sedangkan 

dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia andal berarti tangguh, dapat dipercaya, 

memberikan hasil yang sama dalam suatu percobaan.
157

 Sehingga, secara 

gramatikal dapat disimpulkan bahwa CV. Indonesia-Online selaku penyelenggara 

sistem Paid To Review secara Direct Order dan SponsoredReviews.com secara 

Indirect Order harus menyelenggarakan transaksi advertising online dengan jujur 

atau dapat dipercaya. Mulai dari hal keamanan, hasil kerja, dan pembayaran serta 

memberikan pelayanan terbaik bagi semua klien mereka. Jujur juga berarti 

melakukan proses transaksi PTR sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada unsur 

penipuan didalamnya. 

Kata “aman” menurut penjelasan UU ITE yakni sistem elektronik 

terlindungi secara fisik dan non fisik. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia 

aman berarti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi 
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tidak dapat diambil orang, pasti atau tidak meragukan atau tidak mengandung 

resiko dan tentram.
158

 Secara gramatikal dapat disimpulkan bahwa CV. Indonesia-

Online selaku penyelenggara sistem Paid To Review secara Direct Order dan 

SponsoredReviews.com secara Indirect Order harus memastikan situs atau 

website mereka aman terbebas dari gangguan seperti lambatanya koneksi, adanya 

hacker, dan informasi yang salah. Pihak penyelenggara sistem elektronik layaknya 

sistem Paid To Review harus memastikan keamanan dan kenyaman klien saat 

menggunakan jasa advertising online melalui situs mereka.   

Untuk mengetahui makna kata “bertanggung jawab”dari Pasal 15 Ayat 

(1) dan (2) UU ITE, penulis mengacu pada penjelasan dari UU ITE yang artinya 

ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Secara gramatikal, kata tanggung 

jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu 

boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan).
159

 

Subjek hukum dalam penyelenggaran transaksi Paid To Review ini 

dalam sistem Indirect Order adalah SponsoredReviews dan sistem Direct Order 

adalah CV. Indonesia-Online. Dua subjek hukum ini yang harus 

bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas 

penyelenggaraan sistem Paid To Review. Maka, advertiser dapat menuntut 

tanggung jawab pihak CV. Indonesia-Online maupun SponsoredReviews apabila 

dalam perjalanannya ditemukan ketidaknyamanan dalam pelayanan sistem PTR.  
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E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Paid To Review antara 

Broker, Publisher, dan Advertiser pada CV. Indonesia-Online  

Dalam setiap transaksi yang dilakukan manusia tidak akan terlepas dari 

suatu akad atau kesepakatan yang digunakan. Sebagaimana dalam pelaksanaan 

bisnis online advertising sepertihalnya Paid To Review tidak akan terlepas dari 

suatu perjanjian. Hukum Islam telah mengatur bagaimana akad atau perjanjian itu 

diatur. Kompilasi Hukum Ekonomi Islam mendefinisikan akad dengan 

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan 

dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
160

 Maka kesepakatan dalam 

sistem Paid To Review dapat dikategorikan akad yang dimaksudkan dalam KHES. 

Bentuk kesepakatan Indirect Order dalam PTR dapat dilihat saat 

pulisher menyetujui isi dari Terms and Conditions yang ada pada halaman 

registrasi dengan cara checklist () atau mencentangnya. Sedangkan kesepakatan 

Direct Order ditunjukkan dengan kesepakatan advertiser yang mengirimkan 

konten untuk di review oleh publisher. Pasal 26 KHES poin pertama menjelaskan 

bahwa akad tidak boleh bertentangan  dengan syariat Islam, peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Hasil wawancara penulis dengan 

Agung selaku publisher menunjukkan bahwa pihaknya telah berupaya agar akad 

yang ada pada transaksi PTR ini tidak bertentangan dengan syara‟. Sehingga, 

pihaknya dalam melakukan negosiasi kesepakatan dengan client, hanya akan 

memilih content iklan yang sesuai dengan aturan syariat dan menolak tawaran 

review seperti iklan judi, seks, prostitusi dan sebagainya. 
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Menjalankan aktivitas bisnis sepertihalnya Paid To Review ini tentunya  

untuk melakukannya harus berdasarkan ketentuan syariat yang sah atau benar. 

Model advertising online seperti PTR ini dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu 

karya Wahbah Zuhaily termasuk dalam ijarah bil amal. Dalam Buku Fiqh Islam 

Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaily yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-

Kattani menjelaskan bagaimana konsep ijarah bil amal dengan mengacu pendapat 

beberapa imam mazhab.  

Wahbah Zuhaily adalah seorang ulama fiqih kontemporer peringkat 

dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab 

fiqihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu yang 

menjadi rujukan. Wahbah Zuhaili lahir di Desa Dir „Athiah, Damaskus, Syiria 

pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti 

Mustafa Sa‟dah. Beliau mulai belajar Al-qur‟an dan Ibtidaiyah di kampungnya, 

beliau menamatkan pendidikan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. 

Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di kuliah syar‟iah dan tamat pada tahun 

1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, 

beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di fakultas Bahasa 

Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas „Ain Syams.
161

 

Dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuahaily 

menjelaskan bahwa Hanafiyah mengartikan ijarah adalah 

ستأجِرةَ بعَِوض
ُ
فَعَة مَعْلُوْمَة مَقْصُوْدَة مِن العَيِن الم  عُقْد يفُِيْدُ تَملِْيكُ مَنػْ

                                                 
161

http://www.suduthukum.com/2016/03/biografi-wahbah-zuhaili.html, diakses 18 Agustus 2016 

pukul 07.17 WIB 
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“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari 

suatu zat yang disewa dengan imbalan.”
162

  

Alat yang digunakan dalam transaksi PTR adalah komputer yang 

berfungsi melakukan pengembangan website publisher yang nantinya dijadikan 

sebagai space untuk memasang hasil review yang dipesan oleh advertiser. 

Kemudian, publisher akan mendapat imbalan sejumlah uang atas hasil jasa review 

iklan yang ia kerjakan.  

Ijarah adalah akad sewa-menyewa atau upah-mengupah yang 

diperbolehkan oleh syari‟at. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-

mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.
163

 Firman Allah: 

 أفإَِفْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ 

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya.”
164

 Dalam ayat ini dikatakan bahwa 

pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Maka, sudah menjadi 

kewajiban bagi advertiser untuk segera melunasi pembayaran apabila publisher 

telah selesai melakukan review iklan yang diinginkan advertiser.  

Menurut Wahbah Az-Zuahaily ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan 

yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit, 

mewarnai baju dan sebagainya. Orang yang disewa (ajir) ada dua macam: 

pekerjaan khusus (ajir khash) dan pekerja umum (ajir musytarak). Publisher 

selaku ajir termasuk dalam kategori ajir musytarak  (pekerja umum). Ajir 
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Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam, h. 386. 
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Sohari Sahrani, Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, h. 168 
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musytarak adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna 

pakaian, tukang besi, tukang seterika, dan sejenisnya. Termasuk didalamnya 

pekerjaan yang dilakukan publisher CV. Indonesia-Online yakni memberikan jasa 

mem-publish iklan bagi banyak advertiser dan broker SopnsoredReviews yang 

menyediakan jasa mempertemukan publisher dan advertiser melalui situsnya. 

Menurut Wahbah Zuhaily, dalam akad jarah bil amal diperbolehkan ajir bekerja 

untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya 

bekerja untuk orang lain.
165

 Sehingga, publisher CV. Indonesia-Online 

diperbolehkan bekerja dengan banyak advertiser dan advertiser tidak boleh 

melarang hal tersebut. 

1. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Rukun Ijarah 

Wahbah Zuhaily dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu menjelaskan 

bahwa rukun ijarah menurut mayoritas ulama
 
ada empat, yaitu dua pelaku akad 

(pemilik sewa dan penyewa), sighah (ijab dan kabul), upah, dan manfaat 

barang.
166

  

Pertama, adanya pelaku akad diantaranya adalah mu‟jir sebagai orang 

yang menerima upah dan menyewakan. Dalam penelitian ini publisher dan broker 

selaku mu‟jir adalah pihak yang berhak mendapatkan bayaran dan selaku pihak 

yang telah menyewakan jasa me-review dan jasa mempertemukan publisher dan 

advertiser melalui situs broker. Sedangkan musta‟jir sebagai orang yang memberi 

upah dan menyewa sesuatu yakni advertiser.  
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Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam, h. 417. 
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Kedua, ijab dan Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari 

pihak advertiser, maupun publisher dalam sistem Direct Order dan penjelasan 

broker SponsoredReviews dalam sistem Indirect Order sebagai gambaran 

kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah bil amal dalam bentuk transaksi 

Paid To Review. Sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad 

pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Seperti jawaban pihak advertiser atas 

kesediaannya melakukan pembayaran dengan jumlah yang telah disepakati. Kabul 

dalam Indirect Order dapat diartikan dengan publisher maupun advertiser saat 

mencentang kolom kesepakatan atas persetujuan terhadap terms and conditions 

yang dibuat broker. Sehingga, pengertian ijab kabul dalam konteks kekinian ialah 

bertukar sesuatu yang pada waktu tertentu terkadang tidak berhadapan secara 

langsung. Sepertihalnya bisnis advertising online dengan jenis PTR ini.  

Ketiga, upah. Wahbah Zuhaily
167

 mensyaratkan upah harus yang diketahui 

kedua pihak dan sesuatu yang halal. Upah disini dalam perjanjian PTR telah 

diketahui oleh para pihak jumlah dan jenisnya sesuai kesepakatan. Sebab 

advertiser berasal dari luar negeri maka pembayaran dilakukan menggunakan 

mata uang asing yakni dollar yang nantinya akan ditransfer melalui bank online 

yakni PayPal dan dikirim kepada akun publisher.  

Keempat, bernilai manfaat barang atau jasa dalam akad ijarah (upah-

mengupah). Tentunya jasa yang ditawarkan publisher yakni CV. Indonesia-Online 

adalah jenis jasa yang dapat dirasakan nilai manfaatnya. Sebab, dengan jasa 

review iklan dan publish konten iklan hal ini sangat membantu advertiser dalam 
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pengembangan bisnis dan meningkatkan daya beli produk miliknya. Sedangkan 

jasa yang ditawarkan publisher yakni mempertemukan publisher dan advertiser 

sehingga memudahkan publisher mendapatkan pekerjaan dan memudahkan 

advertiser mendapatkan ajir.  

Dapat kita lihat dari analisis penulis di atas bahwasanya empat rukun 

ijarah bil amal dalam perjanjian Paid To Review baik secara Direct Order 

maupun Indirect Order telah terpenuhi.  

2. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Syarat Kelaziman 

Ijarah (Syarth al-Luzuum) 

Mengenai syarat diperbolehkannya ijarah, wahbah Zuhaily mengikuti 

pendapat ulama syafi‟iyah. Disyaratkan beberapa hal dalam rukun ijarah yang 

empat, yaitu kedua pelaku akad, sighah, manfaat, dan upah.
168

 Penulis akan 

menganalisis satu persatu syarat tersebut apabila di lihat dari sudut pandang 

perjanjian Paid To Review.  

Pertama, kemampuan melakukan akad (ahliyyat at-ta‟aqud) bagi kedua 

pelaku akad. Disyaratkan bagi publisher, broker maupun advertiser mencapai usia 

balig, berakal, tidak dilarang membelanjakan hartanya (ghair mahjuur‟alaih). 

Selama ini publisher dan broker adalah orang yang balig, berakal serta tidak 

terdapat larangan membelanjakannya maka akad ijarah dalam PTR masih 

diperbolehkan. Sedangkan pihak advertiser belum dapat dipastikan apakah sesuai 

dengan tiga kriteria tersebut karena pihaknya menggunakan identitas palsu dalam 

transaksi PTR. Namun, jika ditemukan tidak sesuai dengan tiga kriteria di atas 

maka akad PTR dianggap tidak sah menurut pandangan Wahbah Zuhaily. Tujuan 
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dari cakap nya pelaku akad ijarah ini adalah agar para pihak dalam PTR mampu 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka lakukan.  

Kedua, sighah yaitu tercapainya ijarah bil amal dengan ijab dan qabul. 

Selama ini telah terjadi kesepakatan antara publisher dan advertiser dalam Direct 

Order dan antara broker dan publisher serta advertiser dalam Indirect Order 

maka sighah telah tercapai. 

Ketiga, manfaat. Menurut Wahbah Zuhaily
169

 disyaratkan atas manfaat 

merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syarat maupun kebiasaan umum. 

Sebab objek akad PTR adalah jasa melakukan review konten artikel maupun iklan 

sehingga, sistem Paid To Review yang ada pada CV. Indonesia-Online telah 

memenuhi salah satu syarat akad ijarah yakni halal dan bermanfaatnya objek 

akad. 

Keempat, upah. Upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak 

sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan.
170

 Seperti yang penulis paparkan 

sebelumnya bahwa upah dalam PTR ini telah diketahui para pihak yakni 

pembayaran dengan mata uang dollar yang dikirim melalui PayPal. Sehingga, 

ketika publisher akan mengambil upah miliknya pihaknya harus mencairkan uang 

melalui bank swasta yang ditunjuk PayPal yang ada di Indonesia dan upah dalam 

bentuk uang adalah sesuatu yang memiliki manfaat. 

Empat syarat kelaziman ijarah diatas menjadi tolak ukur bagi Wahbah 

Zuhaily menilai sah tidaknya suatu akad ijarah. Sebab syarat-syarat tersebut telah 

dipenuhi dalam perjanjian PTR melalui Indirect Order, maka dapat dikatakan 
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perjanjian PTR secara Indirect Order termasuk sah secara hukum Islam. 

Sedangkan perjanjian PTR secara Direct Order karena belum dapat dipastikan 

apakah pihak advertiser adalah baligh, berakal dan tidak dilarang membelanjakan 

hartanya maka masih dapat dikatakan sah. Sebab, kategori mampu melaksanakan 

akad, telah di laksanakan sebagian besar advertiser. Agung mengaku advertiser 

telah memahami kesepakatan yang mereka buat dan melaksanakan kewajiban 

selaku advertiser. 

Wahbah Zuhaily menjelaskan dalam kitabnya Fiqh Islam Wa 

Adillatuhu,
171

 bahwa beliau menukil kesepakatan para ulama terkait fasakh atau 

batalnya akad ijarah secara umum yakni dengan selesainya pemenuhan manfaat 

barang atau jasa. Sehingga, saat selesainya pemenuhan manfaat jasa 

mengiklankan produk milik advertiser melalui situs publisher maka selesai pula 

kesepkatan dalam PTR. Lebih jauh Wahbah Zuhaily tidak menjelaskan secara 

jelas mengenai implikasi hukum atas terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak 

seperti yang dilakukan oleh beberapa advertiser. Namun, menurut Wahbah 

Zuhaily, para ulama berselisih pendapat dalam kebolehan fasakh ijarah karena 

adanya uzur atau halangan.
172

 

Ulama Hanafiyah mewajibkan fasakh apabila terdapat uzur dari 

penyewa. Misalnya penyewa bangkrut atau beralih pada pekerjaan lain. Sehingga, 

benar apabila pihak publisher telah memberikan perpanjangan waktu pembayaran 

upah pada advertiser David karena pengakuannya telah mengalami beberapa 
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kerugian dalam bisnisnya. Namun, karena Hella
173

 tim dari publisher CV. 

Indonesia-Online mengetahui bahwa beberapa bulan kemudian David tidak mau 

melakukan pembayaran upah sehingga pihaknya membatalkan kesepakatan 

dengan menghapus konten iklan milik David. Menurut Wahbah Zuhaily hal ini 

dibenarkan karena ulama Hanafiyah membolehkan fasakh jika ada uzur dari pihak 

yang menyewakan jasa atau barang atau pemilik keahlian. Bentuk uzur tersebut 

adalah publisher mengetahui bahwa advertiser melakukan pelanggaran atas 

kesepakatan yang telah dibuat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai 

perjanjian Paid To Review pada CV. Indonesia-Online Malang dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Dalam mekanisme perjanjian Paid To Review antara broker, publisher, dan 

advertiser pada CV. Indonesia-Online ditemukan dua jenis perjanjian.  

Pertama, Indirect Order yang melibatkan tiga pihak yakni publisher (CV. 

Indonesia-Online), advertiser dan broker (SponsoredReviews). Kedua, Direct 

Order adalah mekanisme Paid To Review yang melibatkan dua pihak saja 

yakni publisher dan advertiser. Perbedaan antara Indirect Order dan Direct 

Order adalah pada sistem Indirect Order, pihak publisher dan advertiser 
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melakukan kesepakatan melalui situs broker yakni SponsoredReviews.com. 

Sedangkan secara Direct Order pihak publisher dan advertiser melakukan 

kesepakatan secara langsung melalui email tanpa perantara broker. 

2. Ditinjau dari Hukum Perdata, perjanjian Paid To Review antara broker, 

publisher, dan advertiser pada CV. Indonesia-Online secara Indirect Order 

telah memenuhi aspek empat syarat sahnya perjanjian. Maka perjanjian Paid 

To Review pada CV. Indonesia-Online secara Indirect Order dapat 

dikategorikan sebagai perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. 

Sedangkan secara Direct Order belum dapat dikategorikan sebagai perjanjian 

yang sah karena aspek suatu hal tertentu belum terpenuhi dengan terjadinya 

wanprestasi oleh advertiser dan telah melanggar Pasal 1338 ayat 3 KUH 

Perdata.  

3. Perjanjian Paid To Review antara broker, publisher, dan advertiser pada CV. 

Indonesia-Online menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab Fiqh Islam Wa 

Adillatuhu termasuk dalam akad ijarah bil amal. Di tinjau dari aspek rukun dan 

syarat kelaziman ijarah bil amal pada perjanjian Paid To Review di CV. 

Indonesia-Online baik secara Direct Order maupun Indirect Order telah 

memenuhi empat rukun dan syarat dibolehkannya akad ijarah bil amal. Maka 

dapat dikatakan perjanjian PTR secara Indirect Order dan Direct Order 

termasuk sah secara hukum Islam. Namun, menurut pendapat Wahbah Zuhaily 

mengikuti pendapat ulama Hanafiyah membolehkan publisher melakukan 

fasakh dalam perjanjian PTR ini. Sebab adanya uzur dari pihak publisher yakni 

dengan terjadinya wanprestasi oleh advertiser. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis akan memaparkan saran baik 

bagi publisher, broker dan advertiser. 

1. Kepada pihak publisher yakni CV. Indonesia-Online dan advertiser 

hendaknya dalam melakukan kesepakatan secara Direct Order menggunakan 

perjanjian formal yang mencakup aturan yang sesuai anatomi kontrak 

termasuk di dalamnya membahas mengenai metode penyelesain sengketa 

yang hendak di pilih dan menggunakan identitas asli dalam bertransaksi.  

2. Kepada pihak broker SponsoredReviews dalam kesepakatan hendaknya 

memberikan ruang keleluasaan bagi publisher dan advertiser untuk turut 

serta menentukan isi dari perjanjian sehingga semua pihak mencapai 

mufakat.  
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                       Malang 

Interviewer  : Fatkhul Lana Masruroh (Peneliti) 

Informan :  

a) Agung Wahyu Wibowo., ST (Pemilik CV. Indonesia-Online 

Malang),  

b) Hella Yoviola Rosandra (Staff ahli PTR),   

c) Nur Hidayati (Staff PTR), dan  

d) Rizkhi Ema Afianzah (Staff PTR) 

e) Muhammad Jordan (Advertiser). 

 

 



 

 

 

INTERVIEW I 

Informan  : Agung Wahyu Wibowo 

Waktu Pelaksanaan  : 29 Juni 2016 Pukul 13.00 WIB 

No Interviewer Informan I 

1.  Bagaimanakah mekanisme 

PTR yang dijalankan di CV. 

Indonesia-Online ini? 

Kalau prosesnya sendiri begini mbak kita 

pertama harus membeli domain dulu nah 

domain ini dibeli dengan beberapa kriteria 

yang menentukan apakah domain ini bisa 

kita pakai atau tidak.  Jadi tidak semua 

domain bisa dibeli untuk mencari uang lewat 

PTR ini.  Beberapa kriteria itu dari segi 

umurnya terus dari dari DA (Domain 

Authority), Page Authority, terus dari Page 

Rank nya. Umurnya itu harus lebih dari satu 

tahun, lalu indeksnya minimal 10. Wes jadi 

ada empat kriteria itu nanti kita akan pilah-

pilah dari sekian yang arrange harganya 10$ 

sampai 30$ maksimal 40$. Nah dari kriteria 

ini dia semakin bagus maka akan semakin 

mahal. Kenapa demikian? Karena 

penghasilannya kan sebulan cuman 10$-15$ 

kalau harga terlalu mahal nanti nggak balik 

modal. Jadi cari semurah-murahnya begitu 

dengan kualitas sebaik-baiknya dengan 

harapan bisa seproduktifitas mungkin kan 

begitu.   

Kedua, setelah beli domain kita akan 

hostingkan, nah hosting itu kita cari jasa 

hosting paling bagus kan gitu. Hosting sudah 

tau kan, ya kayak flashdisk lah istilahnya 

tempat nyimpan semua file-file yang 

ditampilkan diwebsite. Jadi di website itu 

kana da page nya ada gambarnya onok video 

dan segala macem kan nah itukan untuk 

supaya bisa tertampung dia harus ada tempat 

penyimpanannya, itu namanya hosting. Jadi 

semua database dimasukkan ke flashdisk 

online itu orang luar kalau mau mengakses 

ya lewat hosting itu. Dan hosting itu harus 

memenuhi kriteria kita, dari segi size dia 

besar, aksesnya juga cepat, terus harganya 

juga murah, keamanan terjamin, fitur-

fiturnya juga lengkap. Karena kalau dia kecil 

kita ndak bisa naruh file terlalu banyak. 

Kalau masalah keamanan standardlah ya 



 

 

 

supaya ndak dibobol. Satu hosting itu bisa 

menampung   1sampai 15 domain tapi 

sekarang kita beli paket yang sampai 100. 

Ketiga  baru di connect kan ke hosting itu 

baru kita isi websitenya dan diisi apa aja. 

Maksudnya apa? Yaa diisi artikel, 

tampilannya di bagusin pokonya bagaimana 

membuat websitemu menarik dari segi 

tulisan, gambar pilih yang bagus, pokoknya 

dengan berbagai content  yang menarik bagi 

orang begitu.  

Kemudian, kalau tampilannya sudah bisa 

diakses nah parameter penting selanjutnya 

adalah komponen statistik. Maksudnya apa? 

Orang kalau mau lihat kita dia akan lihat 

website atau domain kita ini berkualitas apa 

nggak. Nah dia melihat kualitas tidaknya itu 

ada parameter khususnya dengan 

menggunakan beberapa tools yang macam-

macam. Yang paling bagus itu gimana? Nah 

pertama dia harus sesuai topik atau idenya 

misalnya fashion, kemudian yang DA nya 

paling tinggi, indeksnya sebesar-besarnya 

juga terus alexa ranking nya juga yang 

sekecil mungkin, tampilan dan bahasannya 

menarik, external backlink sama reverange 

domain. Jadi supaya website kita bagus 

harus di backlink dengan website lain. Nah 

jika dua kriteria tadi bagus maka DA website 

kita akan bagus dan orang akan pesan ke kita 

gitu.  

Langkah selanjutnya kalau domain kita 

sudah matang baru kita daftar ke broker 

seperti SponsoredReviews. Nah untuk cari 

pasar itu kita ada dua pertama kita 

mendaftarkan di broker, kedua kita langsung 

menghubungi orang-orang yang 

membutuhkan jasa kita seperti web master 

dan ISO itu. Kalau dari broker yaa kayak 

yang saya sebut tadi lewat salah satunya 

SponsoredReviews atau Indirect. Kita daftar 

kesitu nanti mereka yang akan carikan client 

buat kita. Pembagian hasil umumnya 50% 

biasanya antara broker dengan publisher. 

Beda dengan direct order kita publisher 

menawarkan langsung atau effortnya kita 



 

 

 

mencari sendiri client dan bayarannya 

diterima full sama kita tanpa lewat broker. 

Jadi, Paid To Review dalam bussines 

process-nya terdiri dari dua macam yakni 

Direct Order atau DO dan Indirect Order 

atau IO. 

PTR ini sebagai salah satu sistem yang 

paling banyak kami gunakan di sini, karena 

kami memiliki keyakinan melalui PTR 

keuntungan akan semakin besar. 

2. Bagaiman proses selanjutnya 

saat mendaftar melalui broker? 

Proses ketika kita mendaftar ke broker kita 

membuat akun jika sudah lolos kelayakan 

oleh broker. Kita akan masukkan data 

domain kita nama, alamat Paypal dan 

sebagainya. Ya mengisi identitas penting 

gitu lah. Ini harus terisi semua. Karena 

kaitannya dengan ID kita saat melakukan 

mekanisme PTR ini. 

3.  Perjanjian seperti apa yang 

terjadi antara broker dan 

publisher pada sistem indirect 

order? 

Perjanjiannya ya sesuai aturan yang sudah 

dibuat oleh broker jadi ya kita ndak bisa 

tawar menawar harus nurut dengan aturan 

dari sana. Jadi tinggal kita setuju apa ndak 

dengan semua persyaratan yang diajukkan 

oleh broker. Kalau kita ada pelanggaran 

seperti web kita mati, tampilan artikel ndak 

keluar mereka sudah bayar biasanya dia 

akan komplain nah kalo nggak kita tanggapi 

ya akun kita di block atau akun kita ndak 

bisa dapat job, bayarannya dinolkan, di 

potong seperti itu.  

4. Bagaimana jika advertiser 

complain? 

Ya nggak bisa ke kita, complain langsung ke 

broker kecuali ada eror.  

5. Bagaiman dengan perjanjian 

direct order antara publisher 

dan advertiser?  

Disini pihak CV menghubungi atau mencari 

advertiser. Lebih enak kalau sudah 

langganan ndak perlu cari-cari dia hubungi 

kita. Karena PTR ini cukup diminati oleh 

para advertiser apa lagi ADV dari luar 

negeri. Kalau sudah nanti kita chat via email 

kita perjanjian manual ndak ada perjanjian 

khusus hitam di atas putih. Jadi hanya 

negosiasi non formal. Ya seperti kebiasaan 

secara umum aja karena sudah tahu sama 

tahu. Karena dia sudah tau kualitas website 

kita seperti apa dan biasanya mereka bayar 

di depan. Bisa tawar menawar aturan dan 

harga dengan client juga. Pokoknya sama-



 

 

 

sama mengajukan prestasi dan ndak apakai 

agreement letter. Ya perjanjiannya 

mengikuti kebiasaan saja. Kami pakai 

kaidah umum, tapi ya ada justifikasi nya ada 

kesepakatannya karena itu masing-masing 

personal kan tidak berhadapan dengan 

sistem corporate. Dan kita usahakan jangan 

sampai melanggar peraturan hukum Negara 

kita. 

6. Bagaiamana dengan masalah  

perjanjian pembayaran review 

melalui direct order? 

Biasanya mereka bayar dulu karena 

kebiasaannya seperti itu. Tapi terkadang 

juga bayar di akhir saat kita buat perjanjian 

dengan mereka di akhir. Nah jangka waktu 

pembayaran umumnya satu minggu jadi jika 

lebih dari seminggu sudah kita pasang 

iklannya dan mereka ndak bayar ya kita 

hapus iklannya. Jadi ya sudah kebiasaan tapi 

juga tergantung perjanjian. Jika perjanjian 

bayar dulu kita segera membuat review 

dengan content dari pihak advertiser setelah 

dibayar oleh mereka. 

7. Kewajiban apa saja yang harus 

dilakukan CV dalam PTR ini? 

Ada beberapa pertama memposting dan 

mereview, memastikan tetap online, tidak 

kena virus, dan tidak di hack. Kedua, 

memastikan review sesuai dengan keinginan 

client. Ketiga, meningkatan kualitas dan 

melihat parameter pasar.  

8. Bagaimana kewajiban CV dari 

segi keamanan website? 

Indonesia ini saya ndak yakin ada yang bisa 

memfilter mana orang yang punya website 

dari Indonesia, india , USA dan lain-lain. 

Contoh misal, Tokopedia itu beroperasi di 

Indonesia tapi kita ndak tau yang punya asli 

mana. Padahal asetnya saja 1 Triliun lebih. 

Programmernya bisa aja dari cina, 

operasinya di Indonesia yang punya orang 

Jepang mislanya. Nah pemerintah Indonesia 

ini mau dikenai aturan apa. Dan website itu 

jumlahnya puluhan ribu jadi susah. Makanya 

saya belum paham di negar-negara maju dan 

berkembang ini cara controlling nya seperti 

apa.  

Nah dalam negosiasi dengan client, kita 

akan memilih content iklan yang sesuai 

dengan permintaan client. Dengan parameter 

syariah seperti iklan judi, seks, prostitusi itu 

kami tolak. Pokoknya yang terlihat secara 



 

 

 

kasat mata itu haram ya tidak kami review 

entah itu direct or indirect order. Kan kalau 

lewat broker kita ada proses ngebit atau 

memilih review yang kita akan kerjakan.   

9. Selama menjalani bisnis PTR 

ini apakah pernah terjadi 

kerugian yang diakibatkan ulah 

advertiser? 

Kerugian yang pernah dialami itu ya seperti 

advertiser ndak mau bayar atau telat bayar. 

Jadi secara materiil ya kami kehilangan 

beberapa persen income, kalau secara non 

materiil ya kita kan sudah susah payah 

mereview bahkan membayar jasa orang yang 

mau membuat review untuk CV kita tapi 

nggak di bayar, itu sih menurut saya. Oh iya 

satu lagi, dengan kita terlanjur memasang 

iklan seseorang di web kita itu justru 

semakin banyak yang kita pasang maka akan 

menurunkan kualitas web kita di mata pasar. 

Padahal kita sudah pasang iklan mereka dan 

pasar sudah melihat tapi mereka justru telat 

atau tidak bayar  

10. Kira-kira ada berapa persen 

kerugian tersebut terjadi? 

Ya sekitar 10-15 persen lah kerugiannya. 

Biasanya kalau karakter mereka ndak bayar 

maka job selanjutnya akan kita ajak 

kerjasama lagi.  

11. Sanksi apa saja yang diberikan 

pada client atau advertiser 

yang terlambat melakukan 

pembayaran bahkan tidak 

membayar? 

Pertama kita peringatkan, jika tidak 

mengindahkan maka akan kita hapus. Itu 

saja yang bisa kita lakukan, mau nuntut ya 

nuntut kemana ndak tau. Jadi CV tidak 

memiliki posisi yang kuat karena belum ada 

aturan yang jelas terkait perlindungan bagi 

publisher. 

12. Bagaimana menurut anda 

sebagai publisher terkait 

perjanjian dengan itikad baik. 

Apakah disini juga menerapkan 

asas itikad baik dalam 

melakukan kesepakatan? 

Ya begitu mbak, niatnya di awal karena 

ingin berbisnis dengan baik, jujur dan tidak 

ada unsur seperti penipuan itu sangat kami 

hindari.  

13. Bagaimana publisher menilai 

sisi baik atau buruk dari 

advertiser atau client? 

Oh ndak bisa. Jadi kita harus terjun dulu ke 

dalam transaksi PTR nanti baru tahu 

advertiser ini baik atau tidak. Kalau kita 

mau stalker dulu ya agak susah. Yok opo 

carane. Karena kita masing-masing pun ndak 

punya sistem.  



 

 

 

14 Bagaimana upaya preventif 

dari CV.Indonesia-Online 

selaku publisher mencegah 

terjadinya kecurangan dalam 

perjanjian dengan advertiser? 

Biasanya kami minta DP dulu atau deposit 

uang dulu ke saya baru saya akan 

mengerjakan semua jobnya anda. Tapi 

jarang sekali client yang mau sepakat seperti 

itu. Banyak alasannya biasanya begitu entah 

ndak ada modal atau memang biasanya gitu. 

Kita kan bersaing dengan publisher-

publisher lain. 

 

INTERVIEW II 

Informan  : Rizkhi Ema Afianzah  

Waktu Pelaksanaan  : 29 Juni 2016, Pukul 14.25 WIB 

No Interviewer Informan III 

1. Bagaimana proses direct order 

dalam sistem PTR yang anda 

jalankan selama ini? 

Publisher yang sudah punya domain 

mengiklankan webnya ke forum online 

seperti kaskus kemudian ditawarkan 

website kita gimana sesuai statistik 

website pada umumnya nggak. Kalau 

statistik tinggi ya harganya tinggi. Nah di 

forum itu kita mencantumkan kontak dan 

email. Secara langsung advertiser akan 

menilai dan mengirim email ke kontak 

kita jika mereka minat untuk pasang iklan 

di web kita. Baru setelah itu terjadi 

negosiasi via email dengan advertiser.  

Tapi sama dengan Indirect Order kita 

sama-sama pakai identitas palsu atau fake 

name. 

2. Apakah dengan menggunakan 

fakename tidak berbahaya ? 

Fake name sudah jadi kebiasaan mbak. 

Sudah biasa jadi kita dan client sama-

sama tahu kalau ID kita sama-sama nggak 

asli gitu. 

3. Mengapa tidak menggunakan 

identitas asli? 

Ya sekarang bayangin aja kalau kita pakai 

identitas asli sedangkan kita harus punya 

banyak akun dan client kita juga puluhan 

bahkan ratusan. Bisa-bisa kewalahan 

mbak. 

4.  Setelah terjadi kesepakatan 

bagaimana dengan proses 

selanjutnya? 

Kalau sudah ada kesepakatan kita 

publisher mengerjakan review iklan entah 

itu iklan dengan kategori education, 

fashion, health dan sebagainya asal tidak 

melanggar aturan islam. Setelah done 

hasil review kita publish di website atau 

blog kita. Pembayaran DO ini berkisar 



 

 

 

antara 10$ sampai 20$. 

5. Apakah ada jangka waktu 

tertentu dalam hal pemasangan 

iklan? 

Jangka waktu pemasangan enam bulan, 

kalau mereka ingin iklan lagi jadi harus 

perjanjian dari awal lagi. 

6. Bisa ditunjukkan contoh 

perjanjian atau kesepakatan 

awal dengan client? 

Oh bisa, sebentar saya carikan.  

Ini ada dengan client Sabrina kita belum 

saling kenal tapi akhirnya bisa deal 

dengan dia lewat DO sampai pembayaran 

lewat PayPal.  

 

INTERVIEW III 

Informan  : Hella Yoviola Rosandra 

Waktu Pelaksanaan  : 22 Juli 2016 Pukul 14.15 WIB 

NO INTERVIEWER INFORMAN 

1. Bagaimana proses PTR secara 

indirect order yang anda 

jalankan selama ini? 

Sama seperti yang dijelaskan oleh Mas 

Agung tadi mbak, hanya saja tadi kurang 

lengkap. Jadi setelah domain kita sesuai 

kriteria, diantaranya backlink lebih dari 

100.000, DA lebih dari 30 dan index lebih 

dari 100 yang di dapat dari artikel, nah 

baru kita daftar broker seperti 

Sponsoredreview.com, nanti di sana kita 

buat akun dengan fake name atau buat 

gmail.com palsu. Jadi biasanya kita dan 

client di PTR itu tidak memiliki identitas 

asli alias pakai ID palsu termasuk saat 

DO. Kemudian kita create akun 

gmail.com untuk daftar ke 

Sponsoredreview.com. nah kalau sudah 

kita diterima oleh broker SR kita kerja 

dan dapat income dari broker yang 

dikirim ke Paypal kita. Kalau akun kita 

sudah diterima sama broker, langsung 

mendaftar, memasukkan domain yang 

bisa sampai 10 domain. Kemudian proses 

bidding atau penawaran job advertiser 

atau client oleh broker. Di sini pihak kami 

pasti memilih job yang ditawarkan dan 

tidak menerima advertising job dengan 

jenis judi, prostitusi, seks, porno dan 

semacemnya. Setelah memilih kategori, 

pihak advertiser melalui broker akan 

memilih beberapa domain kita yang 



 

 

 

mereka inginkan. Jika tidak ada yang 

disetujui maka ulang ngebidd. Kemudian 

advertiser yang sudah memilih domain 

tadi mengirim ketentuan job ke email kita 

juga sekaligus di akun kita yang ada di 

SR. Nah kalau di SR ini kita dapat jangka 

waktu 4 hari untuk mengerjakan atau 

istilahnya due date. Terus mengirim URL 

hasil review pekerjaan kita yang sudah 

jadi ke submit completed post. Nanti 

setelah dua minggu sekali baru kita 

dibayar. Nah kalau seperti ini lewat 

broker minim kecurangan dari ADV.  

2. Bagimana dengan pembagian 

hasil dengan broker 

SponsoredReview? 

Oh itu keuntungan kita 50 persen. 

3. Jika melalui SponsoredReview, 

kesepakatan seperti apa yang 

kalian gunakan? 

Kesepakatannya secara baku, pihak kami 

selaku publisher mengikuti alur yang 

ditentukan oleh broker yakni 

SponsoredReview. Nah disini broker 

sudah membuat Term and Condition atau 

peraturan yang tidak bisa diganggu gugat. 

Jadi ya tidak ada negosiasi kecuali dalam 

hal eror kita bisa melaporkan kerusakan 

ke broker saat suspend untuk minta 

toleransi bahwa domain kita masih punya 

harapan bisa. Intinya, peraturan dari SR 

sendiri  hanya seputar mengelola web, 

terima job dan paling banyak syarat-

syarat mendaftar akun SR. 

4. Apakah pernah terjadi masalah 

saat melakukan sistem PTR 

dengan indirect order atau 

melalui broker? 

Pernahlah mbak. Jadi gini, kita ada job  

kan kita kerjakan nah habis itu kan di 

publish di domain. Nah domain itu pasti 

ada erornya terus link publish yang buat 

mempublish tadi itu terkadang hilang. 

Kalau sudah hilang pasti advertiser 

complain ke broker. Terus akun kita yang 

ada di broker kena suspend atau 

peringatan dan domain kita akan hilang 

selama lima hari. Misal kita diperingatkan 

tanggal 29 nah nanti lek wes melampaui 

lima hari tidak kita perbaiki itu link kita 

mbak iku kita kena suspend permanent. 

Jadi dia akun kita gak bisa produksi lagi. 

Tapi seperti yang saya jelaskan 

sebelumnya kalau domain kita punya 



 

 

 

harapan bisa kita kirim surat ke beoker 

via email ke SR minta keringanan 

tenggang waktu dan menjelaskan bahwa 

domain kita rusak.  

5. Menurut anda lebih nyaman 

menggunakan sistem direct 

order atau indirect order?  

Kalau saya sih pilih IO mbak karena 

sudah pasti pembayarannya. Ya kalau DO 

itu kadang masih aja ada yang nakal 

nggak bayar.  

  

 

INTERVIEW III 

Informan  : Nur Hidayati  

Waktu Pelaksanaan  : 22 Juli 2016 Pukul 15.23 WIB 

No Interviewer Informan IV 

1.  Apakah pernah terjadi 

wanprestasi atau pelanggaran 

dari pihak advertiser dalam 

sistem PTR dierect order? 

Pernah mbak. 

2.  Bisa dijelaskan seperti apa? Jadi pelanggarannya itu mulai awal dia 

tanya-tanya bisa naruh link ini ke domain 

kita. Nah terus dia tanya harga bla-bla 

sampai terjadi kesepakatan harga sekian. 

Terus ada juga yang dia minta naruh 

bulannya kapan missal jangka 3 bulankah 

atau 2 bulankah, kadang-kadang ada 

seperti itu. Nah sudah sepakat ternyata 

diakhir bayar terlambat melebihi jangka 

waktu kesepakatan. Bahkan ada juga yang 

nggak bayar dan dia langsung nggak balas 

email pkoknya lose contact padahal 

iklannya sudah dipasang. Ya sudah 

terpaksa kami menghapus link advertiser 

tadi.      

3. Adakah kronologi kasus 

wanprestasi yang masih diingat 

sampai saat ini? 

Oh ada itu mbak kasus sama si David 

James. Jadi sudah dikerjakan review dari 

David, kemudian kita tagihlah 

bayarannya. Tetapi dia malah beralasan 

client dari David sendiri saat ditagih tidak 

membalas. Kami bertanya kepastiannya 

kapan eh justru dia malah curhat tentang 

masalahnya bahwa dia kehilangan uang 

dan bisnisnya lagi nggak lancar. Itu bisa 

dilihat chatnya mbak. Tapi akhirnya dia 



 

 

 

gak bayar sampai batas waktu yang 

disepakati selama kurang lebih satu bulan 

dan beralasan clientnya tidak mau 

menjawab dan lose contact.  Ya sudah 

akhirnya kami hapus link dari si David 

karena tiba-tiba dia juga hilang kontak 

sama kita.  

4. Apakah ada kasus wanprestasi 

lain yang terjadi di sini?  

Ada mbak dari India namanya Rahul 

Shukla. Sama seperti sebelumnya, saat 

kita tagih dia ngomong kalau sudah bayar 

sekian gitu terus kita menyangkal padahal 

kita punya data pembayarannya. Itu 

chatnya masih ada mbak bisa dilihat. Jadi 

kami sudah tunjukkan laporan 

pembayaran milik Rahul tapi ya gitu dia 

malah tidak membalas sampai sekarang 

ya sudah lagi-lagi kita hapus linknya. 

5. Harapannya untuk kedepan 

seperti apa agar tidak terjadi hal 

serupa? 

Sebelum deal menerima job untuk review 

harusnya kita buat kesepakatan hari 

keterlambatan pembayaran dengan jangka 

waktu yang lebih pendek soalnya selama 

ini terlalu lama hampir sebulan. Dan PTR 

ini jadi program favorit di kantor kami 

karena dia lumayan gampang. Makanya 

kami berharap nggak ada lagi client yang 

bandel. 

6. Oh jadi selama ini terlalu 

panjang jangka waktunya? 

Iya, kita kan menurut dari bos mbak 

seharusnya waktu itu minimal 

seminggulah biar mereka juga tegas dan 

on time bayarnya. Kalau seminggu nggak 

bayar ya kita cabut reviewnya.    

7. Sebenarnya kesepakatannya 

sendiri itu ditentukan oleh dua 

pihak atau sepihak saja? 

Ya dua pihak, tapi yang banyak 

menentukan pihak kita dan mereka 

sepakat-sepakat saja dengan itu. Misal 

kami minta 15$ mereka nurut. Tapi 

kadang ada juga yang nawar sampai 4$ ya 

tentu kita ndak sepakat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTERVIEW III dengan Email 

Informan  : Muhammad Jordan (advertiser). 

Waktu Pelaksanaan  : 15 Agustus 2016 Pukul 16.08 WIB  
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